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ABSTARK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya pengawasan yang dil-

akukan instansi terkait  peredaran  produk  kosmetik ilegal di media online di Ko-

ta Palangka Raya yang menakibatkan rentanya posisi konsumen. Fokus penelitian 

ini adalah mengkaji pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap praktik 

peredaran  produk  kosmetik ilegal di media online.  Adapun rumusan masalahnya 

adalah (1) Mengapa masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang diper-

jual belikan melalui media online di kota Palangka Raya?  (2) Bagaimana cara 

instansi terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan 

melalui media online di kota Palangka Raya? Penelitian empiris ini lebih 

mengarah pada tipe penelitian yuridis sosiologis menggunakan pendekatan socio-

legal. Objeknya adalah pelaksanaan  pengawasan dari ketiga instansi yakni Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya, Disnas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Palangka Raya, dan Dinas Komunikasi In-

formatiak Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya terkait peredaran 

kosmetik ilegal melalui media online di kota Palangka Raya. Data penelitian 

dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa alasan masih adanya peredaran kosmetik ilegal di media 

online disebabkan oleh dua faktor yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum 

pelaku usaha yang masih berada pada tingkat pertama yakni pengetahuan hukum, 

serta masih kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerinta. 

Kemudian cara yang dilakukan BBPOM dan instansi lain dalam mengatasi 

peredaran kosmetik ilegal di media online seperti memperkuat sistem pengawasan 

dengan membaut inovasi terbaru terdahap pengawasan secara online,  meningkat-

kan koordinasi dengan berbagai pihak seperti yang dijelaskan dalam Inpres No-

mor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Ma-

kanan, serta perlunya partisifasi aktif dari masyarakat. 
 

Kata Kunci: BBPOM, Pengawasan, dan Kosmetik Ilegal 
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ABSTRACT 

 This research is motivated by the lack of optimal supervision carried out 

by agencies related to the circulation of illegal cosmetic products in online media 

in Palangka Raya City which resulted in the vulnerability of consumers' posi-

tions.The focus of this research is to examine the supervision carried out by rele-

vant agencies on the practice of circulating illegal cosmetic products in online 

media. The formulation of the problem is (1) Why is there still illegal circulation 

of organic masks that are traded through online media in the city of Palangka 

Raya? (2) How do the relevant agencies deal with the circulation of illegal cos-

metics traded through online media in the city of Palangka Raya? This empirical 

research is more directed to the type of socio-juridical research using a socio-legal 

approach. The object is the implementation of supervision from the three agen-

cies, namely the Center for Drug and Food Control (BBPOM) of Palangka Raya 

City, the Office of Trade and Industry of Palangka Raya City, and the Office of 

Information and Communication Statistics and Encoding of the City of Palangka 

Raya regarding the circulation of illegal cosmetics through online media in the 

city of Palangka Raya. The research data were collected by using the methods of 

observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that 

the reason for the existence of illegal cosmetic circulation in online media is 

caused by two factors, namely the low level of legal awareness of business actors 

who are still at the first level, namely legal knowledge, and the lack of optimal 

supervision by the government. Then the method used by BBPOM and other 

agencies in overcoming the circulation of illegal cosmetics in online media, such 

as strengthening the supervision system by making the latest innovations for 

online supervision, increasing coordination with various parties as described in 

Presidential Instruction Number 3 of 2017 concerning Increasing the Effective-

ness of Drug and Food Control. , as well as the need for active participation from 

the community. 

 

Key word: BBPOM, Supervision, Ilegal Cosmetics 
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MOTO 

لٌُعَنُْراَعٍُوَمَسْئُ وْلٌُعَنُْرَعِيَّتِهِ...كُلُّكُمُْمَسْئُ وُُْلُّكُمُْراَعٍُوَُكُُ  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Ketentuan 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman 

transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pa-

da Surat Keputusan Bersama tersebut. 

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 S س A ا

 Sy ش B ب

 ṣ ص T ت

(titik di bawah) 

 ṫ ث

(titik di atas) ض ḍ 

(titik di bawah) 

 ṭ ط J ج

(titik di bawah) 

 ḥ ح

(titik di bawah) ظ ẓ 

(titik di bawah) 

 „ ع Kh خ

(koma terbalik) 

 G غ D د

   ذ

(titik di atas) 
 F ؼ

 Q ؽ R ر

 K ؾ Z ز
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 H ق L ؿ

 , ء M ـ

 Y ي N ف

   W ك

 

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang 

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas 

huruf ditulis dengan lambang-lambang sebagai berikut: 

a. a> A<  (ا)  setelah ditransliterasi menjadi   Ā 

b. i> I<  (ي) setelah ditransliterasi menjadi      . 

c. u> U< (ك ) setelah ditransliterasi menjadi      

 

2. Penulisan yang menggunakanlambang titik di atas di atas huruf ditulis 

sebagai berikut: 

a. s/ (ث) setelah ditransliterasi menjadi    

b. z/ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi    

3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf di-

tulis sebagai berikut: 

a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h  

b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s  
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c. d} (ض)  setelah ditransliterasi menjadi  d  

d. t}  (ط ) setelah ditransliterasi menjadi  t  

e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi     

4. Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti ( ّفلا تقلّهما أف) 

 al taqullahuma ‘uffin, (متعتد ين) muta’aqqi īn dan (عدّة) ‘iddah. 

5. Huruf ta marb tah dilambangkan dengan huruf/ h/ seperti (شريعة) 

s arī’ah dan (طاىفة) t ’i ah. Namun jika diikuti dengan kata sandang 

“al”, maka huruf ta marb tah  diberikan harakat baik   ammah   ath ah 

atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر)  ak tul  it ri 

 .’  kar matul auli (كرامة الأولياء)

6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis seseuai bun-

yinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as- am ’. Namun jika sebe-

lumnya ada rangkaian dalam lafal lain maka penulisan alif lam 

qamariyah adalah (ذوي الفروض)  a ī al- ur  . Begitu juga untuk penu-

lisan alif lam syamsiyah adalah (مقا صد الشريعة) maq si  as -s arī’ah.  

7. Huruf waw (و) suk n yang sebelumnya ada huruf berharakat  ath ah di-

tulis au seperti (قىل) qaul. Begitu juga untuk ya (ي) suk n  maka ditulis 

ai seperti (بينكم) bainakum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu produk dapat dipasarkan secara luas melalui media online 

karena semakin berkembangan teknologi dan informasi sekarang. Produk 

kosmetik merupakan salah satu barang yang banyak dijual secara online. 

Kosmetik telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang digunakan setiap 

hari untuk dapat menjaga penampilan baik laki-laki maupun perempuan. 

Kebutuhan akan produk-produk kosmetik tersebut merupakan peluang be-

sar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya media online para 

pelaku usaha dapat menjual dan mempromosikan produknya baik itu 

produk dalam negeri maupun produk yang diimpor dari luar negeri tanpa 

terhalang batas wilayah.
1
  

Dilihat dari satu sisi menguntungkan konsumen yaitu kebutuhan 

terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan be-

ragam pilihan. Namun pada sisi lain, menempatkan kedudukan konsumen 

terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pa-

da posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis un-

tuk meraup keuntungan yang besar  melalui kiat promosi dan cara 

penjualan yang merugikan konsumen seperti kurangnya informasi yang  

                                                             
1  Salsabilla M., “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual 

Secara Online Di Kota Banda Aceh”, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (2015), 7. 
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diberikan produsen kepada konsumen.
2
 

Peredaran produk  kosmetik harus diawasi oleh pemerintah sebagai 

upaya dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak layak 

konsumsi atau produk yang tidak memenuhi standar izin edar. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menjelaskan 

bahwa sediaan farmasi termasuk produk kosmetik hanya dapat diedarkan 

setelah mendapat izin edar. Sebagai lembaga yang bertugas untuk 

pengawasan terhadap obat dan makanan dilingkungan masyarakat Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bertugas untuk melindungi 

masyarakat dari bahaya beredarnya produk kosmetik ilegal dan berbaha-

ya.
3
 

 Permasalahan ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Intrusksi Pres-

iden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efek-

tifitas Pengawasan Obat dan Makanan  yang menjelaskan dalam mening-

katakan efektifitas terhadap pengendalian peredaran kosmetik ilegal 

BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandi-

                                                             
2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Ra-

jaGrapindo Persada, 2015), 37. 
3
Aynainil Mardiyah dan Aldri Frinaldi “Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Ma-

kanan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang”, Ilmu Administrasi Negara Vol. 1,  

No.4  (2019), 125. 



3 
 

 
 

an (Diskominfo) untuk melaksanakan tugas pengawasan peredaran 

kosmetik tanpa izin edar termasuk di media online
4
 

Faktanya masih banyaknya kosmetik ilegal yang beredar khu-

susnya di media online. Berdasarkan hasil observasi penulis melalui 

pengamatan di beberapa media sosial baik itu facebook, instagram, mau-

pun whatsaap banyak pelaku usaha yang mempromosikan dan memperjual 

belikan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang 

seharusnya dicantumkan pada kemasan produk. Berbagai cara yang dil-

akukan pelaku usaha untuk  memasarkan produk mereka salah satunya 

mencantumkan bahwa produk tersebut  aman dan dari bahan organik atau 

alami sehingga tidak memiliki efek samping sehingga produk tersebut 

banyak diminati di kalangan masyarakat khususnya perempuan.
5
 

Masalah ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) 

Pasal 9 ayat (1) huruf j menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mena-

warkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tid-

ak benar dan menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti kata aman, 

tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak ket-

erangan yang lengkap.
6
 

                                                             
4
Lia Riska dan Efendi, “Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pengawasan Peredaran Produk 

Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Kota Banda Aceh”, Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum 

Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.2, No.4 ( November 2018), 857. 
5
Observasi Penjualan Kosmetik Ilegal di Media Online, (Palangka Raya,  17 Februari 

2021).  
6 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal  9. 
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Kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap produk kosmetik 

yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas serta izin edar dari BPOM se-

hingga masih banyaknya produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, 

salah satunya semakin maraknya peredaran masker organik yang tidak 

memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini berarti banyaknya masker organik 

ilegal yang beredar di media online  yang belum teruji kelayakannya untuk 

diperjualbelikan sehingga bisa saja dapat merugikan konsumen.
7
 

Akibat dari kurangnya pengawasan terhadap kosmetik ilegal atau 

masker organik ilegal membuat rentannya posisi konsumen. Berkaitan 

dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelas-

kan dalam UUPK
8
, konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat 

dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya 

pelaku usaha bertanggunng jawab memenuhi kewajibannya dengan mem-

berikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan ja-

minan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
9
 

Terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan suatu produk 

kosmetik dalam islam juga telah mengatur produk seperti apa saja yang 

boleh dikonsumsi karena halal atau tidaknya suatu produk menjadi suatu 

                                                             
7 Anak Agung Istri Gita C.A. dan I Made Dedy P. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Masker Wajah Organik Tnapa I in Edar BPOM.” Jurnal Kertha Wicara, VOL. 10 No. 7 Tahun 

2021, 484. 
8 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.  
9 Ibid. 
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keamanan yang sangat mendasar bagi umat islam. Dalam Al-Qur‟an surah 

An-Nahl ayat 114 juga menjelaskan: 

ۖ    كَّاشْكُرُكْانعِْمَتَ اللهِاِفْ كُنْتُمْ ايَِّاهُ تػَعْبُدُكْفَ 10 طيَِّباا   فَكُلُوْامَِّارَزَقَكُمُ اللهُحَل  لًا
Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang te-

lah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika 

kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S An-Nahl ayat 114)
11

  

 

Ayat diatas menjelaskan Allah telah memerintahkan kepada 

manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Jika dilihat dalam 

konteks sekarang ayat tersbut tidak hanya berlaku pada makanan saja 

tertapi pada semua produk-produk yang bisa dikonsumsi manusia terma-

suk kosmetik.
12

 Kata “halal” diatas tidak hanya sekedar halal cara mem-

peroleh serta zatnya, tetapi juga produk yang dikonsumsi harus baik, baik 

secara fisik yaitu produk kosmetik tersebut harus aman dan tidak meng-

ganggu kesehatan yang mengkomsumsinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis 

menganggap bahwa perlunya pengendalian terhadap kosmetik ilegal atau 

masker organik ilegal yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya, Dis-

perindag Kota Palangka Raya serta Diskominfo Kota Palangka Raya untuk 

mengawasi dan menindak segala bentuk penyimpangan terhadap 

peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang beredar di 

media online yang mengakibatkan hak-hak konsumen perlu dilindungi ter-

                                                             
10 An-Nahl, 16:114 
11

 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an  an Terjemahn a  (Mekar Surabaya: Surabaya, 

2004), 381. 
12

 Diana Hidayat et al., “Implementasi Fatwa MUI No.26 Tahun 2013 Tentang Standar 

Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus pada treatmen suntik putih di In-

dlea Wellnes & Aesthetic Center)” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.5 No.2 (2019), 490. 
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hadap produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan 

konsumen. maka penulis tertarik menganalisis tentang “PENGENDALI-

AN PEREDARAAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA 

ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA” 

 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian akan tercapai. Agar permasalahan yang  diteliti tidak meluas, 

maka penulis hanya berfokus pada permasalahan pengendalian peredaraan 

kosmetik ilegal melalui media online yang dilakukan instansi terkait. Ka-

rena  produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat beragam dari 

berbagai jenis, merek, harga, dan kualitas baik dari produk lokal maupun 

produk import maka dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada 

produk kosmetik lokal berbahan dasar organik seperti masker organik. 

 

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang ada  dan untuk mengetahui gambaran 

yang lebih jelas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut:  

1. Mengapa masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang diper-

jualbelikan melalui media online di kota Palangka Raya? 

2. Bagaimana cara instansi terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik 

ilegal yang diperjualbelikan melalui media online di kota Palangka 

Raya? 

 

D. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan ma-

salah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang alasan masih terjadinya 

peredaran masker organik ilegal yang diperjualbelikan melalui media 

online di kota Palangka Raya. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan manajemen instansi terkait dalam 

mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui 

media online di kota Palangka Raya. 

 

 

 

E. Kegunaan Penulisan 
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Adapun hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dan 

kegunaan praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoretis 

a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dan mahasiswa Fakultas 

Syariah terkhususnya prodi  hukum ekonomi syariah. 

b. Dalam hal kepentingan ilmiah diharapkan dapat memberikan kon-

stribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual 

c. Dapat dijadikan bahan materi dan masukan yang berguna bagi 

penelitian yang akan datang terhadap masalah yang berkaitan se-

hingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. 

2. Kegunaan praktis 

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan S1 Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN  Palangka Raya 

b. Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan 

mempelajari tentang peran instansi terkait dalam pengawasan 

masker ogranik ilegal yang beredar melalui media online 

c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam mem-

perkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi secara umum dan 

syariah di IAIN Palangka Raya. 

d. Sebagai bahan evaluasi dari pengawasan yang dilakukan BBPOM 

Kota Palangka Raya, Diskominfo Kota Palangka Raya, serta Dis-

perindag Kota Palangka Raya terhadap kosmetik ilegal yang 

beredar di media online.  
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri 

dari 5 bab,  yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang diteliti, perumusan masalah, tujuan penulisan, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian 

terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.  

Bab III :  Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai waktu dan 

tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik trigulasi dan teknik analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Analisi, bab ini menjelaskan mengenai letak 

georafis Kota Palangka Raya, gambaran umum BBPOM, Dis-

perindag dan Diskominfo Kota Palangka Raya, dan penjelasan 

mengenai masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang 

diperjual belikan melalui media online di kota Palangka Raya,  

dan manajemen instansi terkait dalam mengatasi peredaran mask-

er organik ilegal yang diperjual belikan melalui media online di 

kota Palangka Raya,  

Bab V : Penutup, dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal 

penelitian maupun skripsi yang berisi informasi tentang penelitian-

penelitain yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang memiliki rele-

vansi dalam penelitian ini.  Adanya penelitian terdahulu digunakan untuk 

memposisikan penelitian seorang peneliti dengan peneliti sebelumnya. 

Maka diperlukannya untuk melihat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga perlu 

adanya pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti 

yaitu: 

Iqlimatul Annisa (2018), yaitu penelitian dengan judul “Perlin-

dungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik 

Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.
13

 Penelitian ini ber-

fokus pada perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya  

                                                             
13  Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk 

Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Ten-

tang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018) 
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kosmetik impor ilegal yang menandung zat adiktif ditinjau dari UUPK. 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang releven maka tipe 

penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian nor-

matif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif da-

lam menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat peredaran 

kosmetik impor ilegal yang mengandung zat adiktif tersebut terus berkem-

bang dan beredar dimasyarakat, pola pikir masyarakat pada hasil instan 

serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk kosmetik. 

Dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan konsumen masih 

menggunakan produk kosmetik impor ilegal? 

3. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen? 

Hasil penelitian dari Iqlimatul Annisa yakni sebagai berikut:
14

 

Faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang 

mengandung zat adiktif terus berkembang hingga saat ini adalah 

pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik 

secara online hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha 

kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya. 

Kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi sa-

lah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang 

mengandung zat adiktif atau bahan berbahaya karena pihak pro-

dusen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar 

menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berba-

                                                             
14 Ibid., v. 
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haya akan menjadi pilihan produsen demi mengikuti arus pasar. 

Ketiga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk 

kosmetik. Juga menjabarkan tentang efektifitas dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ser-

ta apa saja yang harus menjadi perhatian jika menjadi pelanggaran 

atas hak-hak dari konsumen kosmetik. 

 

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Iqlimatul Annisa 

adalah memiliki kesamaan terkait peredaran kosmetik ilegal yang banyak 

beredar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iqlimatul An-

nisa terletak pada metode dan subjek penelitiannya. Metode yang 

digunakan Iqlimatul Annisa  metode penelitian normatif dan subjeknya 

berupa UUPK. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis ada-

lah metode penelitian empiris dan subjek dalam penelitian ini adalah men-

cakup para pelaku usaha (reseller) yang menjual masker organik tanpa izin 

edar,  BBPOM dan dinas atau instansi terkait yang berkoordinasi dalam 

melaksanakan pengawsasan terhadap masker organik ilegal  yang beredar 

secara online di media sosial. 

Dewi Larasati (2019), yaitu penelitian dengan judul “Persepsi Maha-

siswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM 

Ditinjau dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi 

Syariah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung”. 
15

 Penelitian ini ber-

fokus pada persepsi mahasiswa terhadap produk kosmetik yang tidak 

mendapat izin edar dari BPOM. Untuk memperoleh data yang relevan 

                                                             
15 Dewi Larasati, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar 

pada BPOM Ditinjau dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 

2014 di IAIN Metro Lampung)”,  (Skripsi--IAIN Metro Lampung, Lampung , 2019) 
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maka tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan sifat penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dalam menjelaskan mengenai persepsi mahasiswa IAIN Metro 

yang cenderung dapat memahami bagaimana produk kosmetik yang tidak 

mendapat izin edar dari BPOM dan yang terdaftar pada BPOM serta faktor 

yang mempengaruhi mahasiswi dalam memilih dan membeli produk 

kosmetik tersebut. Dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswi ekonomi syariah angkatan 2014 ten-

tang produk kosmetik yang tidak tedaftar pada BPOM ditinjau dari 

perilaku konsumen? 

Hasil dari penelitian Dewi Larasati ialah sebagai berikut:
16

 

Persepsi mahasiswi IAIN Metro cenderung dapat memahami 

bagaimana produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM dan 

yang terdaftar pada BPOM.Dari hasil penelitian juga menyatakan 

bahwa sebagian mahasiswi pernah menggunakan produk yang be-

lum terdaftar pada BPOM. Dalam memilih dan membeli sebuah 

produk kosmetik sebagian mahasiswi dipengaruhi oleh faktor te-

man dekat dan diri sendiri, hal ini termasuk di dalam salah satu 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor pribadi 

dan faktor psikologis. 

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Dewi Larasati ada-

lah sama-sama membahas kosmetik ilegal yang banyak beredar. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Larasati terletak pada 

subjek dan fokus penelitian yaitu ditinjau dari persepsi mahasiswa dan per-

ilaku konsumen dalam pemahaman mengenai produk kosmetik yang tidak 

                                                             
16 Ibid., vi. 
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terdaftar pada BPOM. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah men-

cakup para pelaku usaha (reseller) yang menjual masker organik tanpa izin 

edar,  BPOM dan dinas atau instansi terkait yang berkoordinasi dalam 

melaksanakan pengawsasan terhadap masker organik ilegal  yang beredar 

secara online di media sosial. 

Munawarah (2019) yaitu penelitian dengan judul “Peran Balai 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya Ter-

hadap Produk Kecantikan”.
17

 Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk kecantikan yang 

beredar di Palangka Raya. Untuk memperoleh data yang relevan maka tipe 

penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan 

mengenai peran badan pengawas obat dan makanan dalam menjalankan 

tugasnya yaitu mengawasi produk kecantikan yang beredar tanpa izin edar 

di Palangka Raya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mengalami 

hambatan baik internal maupun eksternal. Dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana peranan BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di 

kota Palangka Raya? 

2. Apa hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran 

kosmetik di Kota Palangka Raya? 

                                                             
17

 Munawarah, “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka 

Raya Terhadap Produk Kecantikan”, (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019). 
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Hasil penelitian dari Munawarah ialah sebagai berikut:
18

 

Peran Balai POM melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan 

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017.Namun, pelaksanaannya 

masih belum mencapai tujuan secara maksimal. Pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM tentunya memiliki 

hambatan baik internal maupun eksternal. Kendala internal pada 

pengawasan Balai POM yaitu luasnya daerah di Palangka Raya se-

hingga sulit dijangkau serta keterbatasan alat pengujian laboratori-

um. Sedangkan kendala eksternal yaitu kesadaran dan kepatuhan 

pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang dan pelaku usaha yang 

tidak kooperatif dalam proses penyidikan. 

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Munawarah adalah 

sama-sama membahas kosmetik ilegal yang banyak beredar. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Munawarah terletak pada 

subjek penelitian yaitu penelitian Munawarah hanya terbatas pada peran 

BPOM dalam pengawasan produk kecantikan yang beredar di masyarakat. 

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah mencakup para pelaku 

usaha (reseller) yang menjual masker organik tanpa izin edar,  BPOM dan 

dinas atau instansi terkait yang berkoordinasi dalam melaksanakan 

pengawsasan terhadap masker organik ilegal  yang beredar secara online 

di media sosial. 

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, sepanjang pengetahuan 

penulis  belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama 

dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. 

 

                                                             
18 Ibid., iv. 
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B. Kerangka Teoretik 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori kesadaran 

hukum, perlindungan konsumen, pengawasan dan h isbah. Teori kesadaran 

hukum digunakan untuk mengkaji permsalahan masih adanya peredaran 

kosmetik ilegal di media online di kota Palangka Raya. Teori ini 

digunakan untuk melihat faktor yang menyebabkan masih terjadinya 

peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal di masyarakat, 

misalnya karena desakan ekonomi, tidak tahu atau perbedaan pemahaman 

terhadap peraturan perundang-undangan tentang kosmetik sehingga itulah 

yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang.  

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Mening-

katkan  Kesadaran Hukum Masyarakat yang ditulis oleh  Hamda Sulfina-

dia menjelaskan kesadaran hukum ialah kesadaran atas nilai yang terdapat 

dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum di-

pengaruhi oleh beberapa indikator seperti pengetahuan hukum, pemaham-

an hukum, sikap hukum, perilaku hukum dan rasa terikat serta terdorong 

melakukannya demi hukum.
19

  Dengan begitu dapat diketahui kesadaran 

hukum masyarakat dapat diukur dari semain tinggi kesadaran hukumnya 

maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

yang ada begitupun sebaliknya. 

                                                             
19

Hamda Sulfinadia, Meningkatkan  Kesadaran Hukum Masyarakat  (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2020), 12 
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Tingkat kesadaran hukum masyarakat pada hukum khususnya pada 

perundang-undangan yang berkaitan dengan kosmetik masih lemah, hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang masih menjual atau 

mengedarkan kosmetik ilegal atau masker organik ilegal di pasaran. Aki-

bat dari maraknya peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal 

membuat posisi konsumen menjadi tidak terlindungi, maka dari itu diper-

lukannya perlindungan konsumen untuk melindungi  konsumen dari 

produk kosmetik ilegal. Perlindungan konsumen menurut UUPK Pasal 1 

ayat (1) ialah “seluruh upaya yang untuk menjamin adanya kepastian 

hukum demi memberikan perlindungan terhadap konsumen.”
20

 

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mencip-

takan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informa-

si dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya per-

lindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang juju dan 

bertanggung jawab dalam berusaha.
21

 Untuk  terwujudkan perlindungan 

konsumen terhadap kosmetik ilegal atau masker organik ilegal maka di-

perlukannya upaya pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan sebagai 

bentuk pengendalian peredaran kosmetik ilegal khususnya di media 

online. 

                                                             
20 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 
21

 Burhanuddin, Pemikiran  Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal (Ma-

lang: UIN-Malik Press, 2011), 5 
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Menurut Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

634/MPP/Kep/9/2002, yang dimaksud dengan pengawasan ialah: 

Serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pen-

gujian, penelitian, dan survei terhadap barang atau jasa yang 

beredar di pasar, guna memastikan kesesuian barang dan/atau jasa 

dalam memenuhi standar mutu produksi, pencantuman label, 

klausa baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual 

barang dan/atau jasa.
22

  

 

Sedangkan pengawasan menurut Henry Falyo ialah “upaya agar 

sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan 

instruksi yang dikelurkan.”
23

 Teori pengawasan digunakan untuk mengkaji 

permasalah manajemen instansi terkait dalam mengatasi peredaran masker 

organik ilegal yang diperjual belikan melalui media online di kota Palang-

ka Raya. Pengawasan menjadi salah satu aspek penting untuk menjalankan 

fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya, sebab pengawasan adalah sa-

lah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat ter-

hadap kinerja pemerintahan dengan cara membangun sistem pengawasan 

yang efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal. Disamping itu 

juga perlu mendorong pengawasan dari masyarakat (social control)
24

 

Bentuk pengawasan dijelaskan dalam  pasal 8-10 Peraturan 

Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pengawasan oleh pemerintah 

dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi 

                                                             
22

 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Ten-

tang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, Pasal 1 
23 Edy Nurcahyo, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, Jurnal 

Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3, (September 2018), 421. 
24 Rheza Pratama, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 73. 
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barang/atau jasa , pencantuman label dan klausa baku, serta pelayanan 

purna jual barang dan jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud, pela-

yanan yang dilakukan oleh elaku usaha terhadap konsumen, misalnya 

tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi. Sedangkan pengawsa-

san yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Kon-

sumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dilakukan terhadap barang dan jasa 

yang beredar dipasaran.
25

 

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap obat dan ma-

kanan dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Ten-

tang Badan Pengawas Obat dan Makan dalam Pasal 3 ayat (1) sampai (3) 

yakni terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakuakan yaitu pengawasan 

sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan sebelum 

beredar adalah pengawasan terhadap obat dan makanan termasuk kosmetik 

sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan 

makanan termasuk kosmetik  yang beredar untuk memenuhi standar mutu 

dan persyaratan kemanan, serta manfaat seperti  yang ditetapkan. Se-

dangakan pengawasan selama beredar adalah pengawasan obat dan ma-

kanan termasuk kosmetik selama beredar untuk memastikan obat dan ma-

kanan termasuk kosmetik yang beredar untuk memenuhi standar mutu dan 

persyaratan kemanan, serta manfaat seperti  yang ditetapkan.
26

 

                                                             
25  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 8-10. 
26

 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makan, 

Pasal 3. 
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Uraian diatas bersesuaian dengan kosep pengawasan dalam islam 

yaitu al-  isbah. Menurut bahasa h isbah lebih dikenal lembaga 

pengawasan pasar, sedangkan secara terminologi h isbah adalah 

pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan 

menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, 

ekonomi tepatnya dalam lapangan sosial yang sesuai dengan prinsip-

prinsip yang terdapat dalam syariat islam dan tradisi yang diakui oleh 

segala tempat dan zaman.
27

 

Menurut Romly dalam bukunya yang berjudul Al-  isbah Al-

Isl mīyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam menjelaskan yang di-

maksud “  isbah  ialah suatu lembaga pengawasan milik pemerintah yang 

berwenang membuat peraturan atau perundang-undangan tentang 

perdagangan.”
28

 Praktek h isbah sudah ada pada masa Nabi Muhammad, 

muhtasib pertama yang diangkat oleh Nabi adalah Umar ibn Khattab untuk 

pasar Madinah dan Sa‟id  ibn al-„As ibn „Umayyah untuk pasar Mekkah. 

Dapat dikatakan saat itu kedudukan muh tasib setara dengan pejabat yang 

diangkat Nabi.  uh tasib adalah pemegang otoritas dalam mengawasi 

pasar dari berbagai praktek transaksi dan kegiatan agar sesuia aturan 

s arī’ah, selain itu muh tasib juga berwenang mengawasi barang-barang 

yang masuk ke pasar.  Adapun tugas dari muh tasib terdiri dari pengawasan 

harga, ukuran, takaran dan timbangan, mengawasi jual beli terlarang, 

                                                             
27
Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Islam 

Futura, Vol. X No. 2 (Februari 2011), 67 
28

Romly, Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2015),  33 
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mengawasi standar kehalalan, kebersihan, dan kesehatan dari suatu ko-

moditas, pengatur pasar, melakukan intervensi pasar, serta memberikan 

hukuman terhadap pelaku pelanggaran.
29

 

 

C. Deskripsi Teoretik 

1. Pengendalian 

a. Pengertian pengendalian 

Menurut  Earl P. Strong dalam buku berjudul manajemen 

dasar, pengertian, dan masalah yang dikarang Malayu S.P. Hasibu-

an pengendalian adalah sebuah proses dalam peraturan dengan 

berbagai faktor dalm suatu perusahaan agar dalam pelaksanaan 

sesuia dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
30

 Sedangkan 

menurut Siswanto yang dimaksud dengan pengendalian ialah suatu 

usaha sistematik untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasa-

ran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, mem-

bandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, 

menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signif-

ikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pe-

                                                             
29

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqashid al-  ari’ah (Jakarta: Kencana, 2014), 255 
30

 Malayu S.P. Hasibuan,  Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 241. 
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rusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih 

efektif dan efesien guna mencapai sasaran perusahaan.
31

 

b. Tujuan dan fungsi pengendalian 

Adapun tujuan dari pengendalian ialah:
32

 

1) Supaya proses pelaksanaan di lakukan sesuai dengan ketentuan 

ketentuan dari rencana 

2) Melakukan tindak perbaikan (corrective), jika terdapat 

penyimpangan-penyimpaangan (deviasi) 

3) Supaya tujuan yang di hasilkan sesuai dengan rencana 

Fungsi pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan 

kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan 

kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan kesalahan. 

c. Asas-asas pengendalian 

Asas-asas yang ada didalam pengendalian yakni sebagai 

berikut:
33

 

1) Asas tercapainya tujuan artinya pengendalian harus ditujukan 

ke arah tercapainya tujuan yaitu mengadakan perbaikan untuk 

menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. 

2) Asas efesiensi artinya pengendalian itu efesien, jika dapat 

menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak men-

imbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan. 

                                                             
31 Siswanto, Pengantar Manajemen, cet 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 139. 
32

 Malayu S.P. Hasibuan,  Manajemen Dasar, 241 
33

 Ibid., 243 
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3) Asas tanggung jawab artinya dapat dilakukan jika manajer ber-

tanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. 

4) Asas pengendalian masa depan artinya pengendalian yang 

efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-

penyimpangan yang akan terjadi, baik pada saat sekarang atau-

pun yang akan datang. 

5) Asas pengendalian langsung artinya teknik kontrol yang paling 

efektif ialah mngusahakan adanya manajer bawahan yang 

berkualitas baik. 

6) Asas refleksi rencana artinya harus disusun dengan baik, se-

hingga dapat mencerminkan  karakter dan susunan rencana. 

7) Asas penyesuaian dengan organisasi artinya harus dilakukan 

sesuai struktur organisasi. 

8) Asas pengendalian individu artinya pengendalian dan tekninya 

harus sesuai dengan kebutuhan manajer. 

9) Asas standar artinya yang efektif dan efesien memerlukan 

standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur 

pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. 

10) Asas pengendalian terhadap strategi artinya pengendalian yang 

efektif dan efesien memerlukan adanya perhatian yang di-

tujukan terhadap faktor-faktor yang strategi dalam perusahaan 
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11) Asas kekecualian artinya efisiensi dalam pengendalian membu-

tuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor 

kekecualian. 

12) Asas pengendalian fleksibel artinya pengendalian harus luwes 

untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana. 

13) Asas peninjauan kembali artinya sistem pengendalian harus 

ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk 

mencapai tujuan. 

14) Asas tindakan artinya pengendalian dapat dilakukan, apabila 

ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing. 

2. Peredaran kosmetik Ilegal 

a. Pengertian Peredaran kosmetik ilegal 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik yang 

dimaksud dengan peredaran ialah pengadaan, pengangkutan, 

penjualan dan penyediaan di tempat dan penyediaan di tempat serta 

penyimpanan untuk penjualan.
34

 

Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti 

“berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik 

diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat seki-

tarnya. Namun sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan 

                                                             
34

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 

1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 1 
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alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecan-

tikan. Sedangkan menurut Keputusan Balai Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menjelaskan 

yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia 

(epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar) atau gigi 

dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, 

menguah penampilan atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
35

 

Suatu kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tersebut 

tidak memiliki izin edar dari BPOM baik yang lokal ataupun impor 

dan tidak sesuai dengan ketentuan baik standar mutu, keamanan, 

khasiat serta dapat merugikan masyarakat. Sedangkan kosmetek 

legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang telah diten-

tukan BPOM baik dari segi kemasan yang berisi informasi yang 

benar dan lengkap, nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, 

dan lainnya serta sudah mendapat izin edar.
36

  

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulakan peredaran 

kosmetik ilegal adalah pengadaan, penyediaan serta penjualan 

kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak memiliki 

izin edar sehingga tidak diketahui kandungan sebenarnya dari 

                                                             
35

 Pradhasari Permata Putri, “Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pa-

da Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda, Ilmu Pemerintah, Vol. 7 No. 3 

(2019), 1173. 
36 Putri, “Strategi Pengawasan Peredaran, 1174 
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produk tersebut sehingga tidak diketahui apakah aman untuk 

digunakan atau memiliki efek samping sebab kemungkinan mem-

iliki kandungan yang berbahaya. 

b. Jenis kosmetik  

Menurut pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik berdasarkan 

bahan dan penggunaanya kosmetik dibagi menjadi 2 golongan yai-

tu:
37

 

1) Kosmetik golongan I adalah: 

a) Kosmetik yang digunakan untuk bayi 

b) Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut, 

dan mukosa lainnya 

c) Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan ka-

dar dan penandaan 

d) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum 

lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatann-

ya. 

2) Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk go-

longan I 

Masker organik termasuk ke dalam golongan II karena terma-

suk kosmetik tradisonal yang menggunakan bahan alami seperti buah-

buah atau bahan alami lainnya. 

                                                             
37

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 3 
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3. Media Online 

a. Pengertian media online 

Media online adalah sebutan umum untuk sebutan bentuk me-

dia yang berbasis telekomunikasi dan multimedia di dalamnya ter-

dapat portal, website, pers online, dan lainnya. Media online mem-

iliki beberapa karakteristik yakni:
38

 

1) Kecepatan informasi (aktualitas) 

2) Adanya pembaharuan informasi (updating) 

3) Interaktivitas 

4) Personalitas 

5) Kapasitas muatan dapat diperebsar 

6) Terhubung dengan sumber lainnya 

b. Kekurangan  media online 

Adapun kekurangan atau kelemahan dari media online yai-

tu sebagai berikut:
39

 

1) Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi in-

ternet sehingga apabila tidak ada perangkat komputer dan kon-

eksi internet media online tidak dapat di akses. 

2) Bisa digunakan oleh siapa saja bahakan seseorang yang tidak 

memiliki keterampilan sekalipun dapat memiliki media 

online 

                                                             
38 Ara ia Rusni, “Pengguna Media Online Whatsapp dalam Aktivitas Komunitas One 

Day One Juz (ODOJ) dalam Meningkatkan Minat Tilawah ODOJER Di Kota Pekanbaru”, JOM 

FISIP Vol. 2, No. 1 (April 2017), 4 
39
Raynal A. Tatipang, “Fenomena Pelanggaran Etika Pasal 12 Tahun 2008 di Media 

Online Manado Post”, Journal Online Media Of Manado Post, Vo. II No. 4 (2013), 5 
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3) Adanya kecendeungan mata cepat lelah saat membaca infor-

masi media online 

4) Akurasi sering terbaikan kerena lebih mengutamakan ke-

cepatan penyampaian berita di media online. 



 
 

30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Alokasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian 

mengenai Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal  Melalui Media 

Online Di Kota Palangka Raya dilakukan selama 11 (Sebelas) bulan 

terhitung sejak awal peroses penyusunan proposal yaitu pada bulan 

Januari 2021 sampai dengan sidang skripsi pada bulan November 

2021, Adapun alokasi waktunya penelitian sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian 

No Tahapan Penelitian 

Waktu Pelaksanaan 

J
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n

u
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i 
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J
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S
e
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te
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b
e
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O
k

to
b

e
r
 

N
o
v
e
m

b
e
r
 

1 Perencanaan 

Penyusunan 

Proposal 
X X 

   
   

   

Seminar Pro-

posal 
 X   

 
   

   

Revisi Proposal  X X X  
 

     

2 Pelaksanaan 

Pengumpulan 

Data 
    X X 

 
 

   

Analisis Data       X X X   

Pengambilan 

Kesimpulan 
       X X X  

3 Pelaporan Sidang Skripsi           X 
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2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya di mana 

ada tiga instansi yang bertugas terkait dengan pengawasan peredaran 

kosmetik ilgal atau masker organik ilegal yang beredar di media 

online, yaitu BBPOM Kota Palangka Raya di jalan Tjilik Riwut Km. 

3,5,  Dinas Kominfo Kota Palangka Raya di jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 

dan Disperindag Kota Palangka Raya, di jalan Tjilik Riwut Km. 5,5.  

Adapun alasan penulis memilih tiga lokasi tersebut dengan pertim-

bangan sebagai berikut: 

a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini penulis temukan di 

Kota Palangka Raya di mana ada tiga instansi yang bertugas terkait 

dengan pengawasan peredaran kosmetik ilgal atau masker organik 

ilegal yang beredar di media online. 

b. Data yang diperlukan untuk digali secara komprehensif dengan 

melibatkan ketiga instansi  tersebut mengenai koordinasi antar in-

stansi yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan  

peredaran  kosmetik secara online. 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian empiris 

dan lebih mengarah kepada tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu 

penelitian yang mengkaji tentang hukum yang tidak saja diteliti dari 



32 
 

 
 

normatifnya saja tetapi juga hukum secara in action (perilaku nyata) 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.
40

  

Tujuan dari menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis  adalah  

untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi-informasi dari 

pelaku usaha dan Instansi terkait mengenai pengawasan dan cara pen-

gendalian terhadap kosmetik ilegal yang beredar melalui media sosial. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai  

Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal  Melalui Media Online Di 

Kota Palangka Raya menggunakan pendekatan socio-legal.  Pen-

dekatan socio-legal adalah pendekatan yang menggunakan berbagai 

ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif 

dengan begitu pedekatan ini dapat memberikan  pandangan yan lebih 

menyeluruh atas peristiwa hukum di masyarakat. Pendekatan socio-

legal memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi melalui dua hal 

yaitu melalui studi sosiolegal dengan melakukan studi tekstual atau 

normatif yang dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan im-

plementasi terhadap subjek hukumnya, dan melalui studi sosiolegal 

mengembangkan berbagai metode baru dengan cara pencampuran an-

tara metode hukum dan ilmu sosial.
41

   

Adapun alasan penulis memilih pendekatan socio-legal ini 

disamping melihat ketentuan perundang-undangan yang digunakan 

                                                             
40 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penenelitian Hukum Normatif dan Empir-

is, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 149. 
41 Ibid., 153. 
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sebagai dasar dari pengawasan yang dilakuakan oleh instansi terkait  

dan pemberian izin edar pada produk kosmetik, juga untuk melihat 

peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat seperti pelaku usaha (re-

seller) yang melakukan transaksi jual beli di media online. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu 

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek 

penelitian.  Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang 

didapat melalu wawancara lansung dengan subjek yang terdiri dari 

kepala  BBPOM Kota Palangka Raya,  kepala Dinas Kominfo Kota 

Palangka Raya dan kepala Disperindag  Kota Palangka Raya mengenai 

pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk mengatasi  

peredaran kosmetik ilegal melalui media online. Adapun  data yang 

didapat dari pelaku usaha ialah bentuk pertanggung jawaban pelaku 

usaha dan pemahaman pelaku usaha terhadap kosmetik ilegal.   

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa sumber 

sesuai dengan diperolehnya data dalam penelitian. 

a. Melalui wawancara sumber datanya ialah subjek dari pegawai 

BBPOM Kota Palangka Raya, Dinas Kominfo Kota Palangka Raya 

dan Disperindag Kota Palangka Raya, serta pelaku usaha. 
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b. Melalui observasi sumber datanya ialah situs atau website resmi 

dari instansi terkait serta media sosial baik itu facebook, instagram, 

maupun whatsaap terkait transaksi yang terjadi dimedia online 

khususnya jual beli kosmetik ilegal atau masker organik ilegal. 

c. Melalui dokumentasi sumber datanya ialah peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur mengenai pengawasan dan kosmetik 

ilegal, artikel dan jurnal mengenai pengawasan atau pengendalian 

peredaran kosmetik ilegal serta dokumen-dokumen penting yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

 

D. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksa-

naan  pengawasan dari ketiga instansi yakni BBPOM Kota Palangka 

Raya, Disperindag Kota Palangka Raya, dan Dinas Kominfo Kota Pal-

angka Raya terkait peredaran kosmetik ilegal melalui media online di 

kota Palangka Raya. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah instansi-instansi terkait serta pelaku usaha 

yang menjual kosmetik ilegal atau masker organik ilegal secara online. 

Subjek tersebut yang  menjadi sumber informasi yang dapat mem-

berikan data-data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 10 orang yaitu 
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Kepala BBPOM Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Kominfo  Kota 

Palangka Raya dan Kepala Disperindag  Kota Palangka Raya serta  

pelaku usaha (reseller).  

 

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Teknik penentuan subjek yang digunakan ialah secara langsung 

yaitu dalam penelitian ini data yang diperoleh bukanlah berupa angka 

melainkan kata-kata dari subjek yang dipilih secara langsung oleh penulis 

dengan krakakteristik-krakakteristik  tertentu berdasarkan informasi yang 

dibutuhkan. 
42

 Subjek penelitian ini pada mulanya terdiri dari 12 orang. 

Namun setelah dilakukannya observasi yang dilakukan penulis subjek 

menjadi 10 orang yang terdiri dari 3 subjek dari BBPOM Kota Palangka 

Raya, 3 subjek dari Dinas Kominfo  Kota Palangka Raya dan 1 subjek dari 

Disperindag  Kota Palangka Raya baik pejabat atau pegawai tetap instansi 

tersebut, serta 3 subjek dari reseller atau pelaku usaha kosmetik ilegal 

yang melakukan transaksi secara online yang  menjadi sumber informasi 

yang dapat memberikan data-data sesuai dengan masalah yang akan diteli-

ti.  

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 7 (Tujuh) 

orang subjek penelitian dari instansi terkait seperti BBPOM, Diskominfo 

dan Disprindag Kota Palangka Raya  yaitu sebagai berikut: 

                                                             
42

 TIM, Pe oman Penulisan  akalah  Proposal   an  kripsi Fakultas   ari’ah IAIN Pal-

angka Raya (Palangka Raya: Fakultas Syari‟ah IAIN Palangka Raya, 2020), 11. 
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1. Responden adalah pegawai tetap 

2. Responden telah bekerja di instansi tersebut kurang lebih selama 2 ta-

hun 

3. Mengetahui SOP  pengawasan kosmetik yang dilakukan di instansinya  

4. Responden bersedia untuk di wawancara 

Berdasarkan kriteria diatas penulis menentukan subjek yang sesuai 

dengan permasalah yang diteliti penulis dan bersedia untuk diwawancarai 

yakni tiga orang subjek dari BBPOM Kota Palangka Raya yang terdiri dari 

Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi, Koordinator kelompok 

Substansi Pemeriksaan dan satu orang anggota dari Substansi Informasi 

dan Komunikasi.  

Tiga orang subjek dari Dinas Kominfo Kota Palangka Raya yang 

terdiri dari Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan Do-

main dan Website, Kepala Seksi Tata Kelola dan Penyelenggaraan 

Pemerintah Berbasih Elektronik dan satu orang anggota dari Bidang Ap-

likasi Informatika. Serta satu orang subjek dari Disperindag Kota Palangka 

Raya yaitu Kepala Seksi Sarana Distribusi, Logistik dan Pengawasan. 

Adapun kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 3 

(Tiga) orang subjek penelitian dari pelaku usaha yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha adalah penjual masker organik 
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2. Pelaku usaha melakukan transaksi jual beli di media online baik me-

lalui e-commerce ataupun media sosial seperti facebook, instagram, 

dan whatsaap 

3. Pelaku usaha minimal telah berjualan selama kurang lebih 1 tahun 

4. Pelaku usaha bersedia untuk di wawancarai 

Berdasarkan kriteria diatas penulis menentukan subjek yang sesuai 

dengan permasalah yang diteliti penulis dan yang bersedia untuk diwa-

wancarai terdiri dari dua orang distributor masker organik dan satu orang 

reseller. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini  menggunakan sumber data primer untuk data primer ini 

bersifat up to date dan untuk mendapatkan data tersebut peneliti mengum-

pulkannya dengan cara sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara 

dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara pewawancara 

dengan responden. Pewawancara yang mangajukan pertanyaan dan 

yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
43

 

Pada penelitian ini penulis  mewanwancarai pelaku usaha (reseller) 

dan instansi terkait seperti BBPOM Kota Palangka Raya, Dinas kom-

                                                             
43

Ibid., 130.  
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info  Kota Palangka Raya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag)  Kota Palangka Raya. Data yang digali melalui teknik 

ini adalah: 

a. Bentuk koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam 

pengawasan dan pengendalian peredaran  masker organik ilegal  

yang diperjual belikan secara online di kota Palangka Raya 

b. Manajemen  instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian peredaran  masker organik ilegal  yang diperjual be-

likan secara online di kota Palangka Raya 

c. Hambatan atau kendala  instansi terkait dalam pengawasan dan 

pengendalian peredaran  masker organik ilegal  yang diperjual be-

likan secara online di kota Palangka Raya 

d. Pemahaman dan pertanggung jawaban dari pelaku usaha (reseller) 

yang menjual kosmetik ilegal. 

2. Observasi 

Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya ter-

hadap yang diteliti. Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan 

atau observasi non partisipan, karena penulis tidak terlibat secara lang-

sung dengan objek yang diteliti hanya sebatas mengamati yang berke-

naan dengan subjek penelitian.
44

 Data yang diperoleh dalam observasi 

ini yakni: 

                                                             
44

Ibid., 134. 
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a.  Penulis mengamati situs atau website  resmi  yang dikeluarkan 

oleh  instansi terkait mengenai pengawasan peredaran kosmetik 

ilegal yang banyak beredar di media online di kota Palangka Raya. 

Adapun website yang diamati oleh penulis seperti website 

cekbpom.pom.id untuk mengamati produk masker organik yang te-

lah izin edar dari BBPOM  dan yang belum mendapat izin edar dari 

BBPOM , dan website ELAMAHAMEN yaitu website  pengaduan 

untuk maskyarakat melaporkan  e-commerce dan pelaku usaha 

online yang menjual belikan produk kosmetik ilegal. 

b. Penulis mengamati akun sosial media pelaku usaha yang digunakan 

untuk berjualan untuk mempromosikan atau menjual kosmetik ile-

gal atau masker organik ilegal di media online. 

Penulis melakukan mengamatan dan menganalisis temuan yang 

dilakukan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan atas hasil 

pengamatan yang didapat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumen dan berbagai data yang relevan dengan topik penelitian melalui 

kumpulan jurnal, maupun laporan, adapun data yang digali melalui 

dokumentasi ialah sebagai berikut: 

a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan 

atau pengendalian dari kosmetik ilegal serta pemberian izin edar 

produk kosmetik.  
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Perundang-undangan yang digunakan seperti UUPK  pasal-

pasal yang digunakan dalam penelitian  terkait hak konsumen, 

larangan pelaku usaha dan kepastian hukum. UU Kesehatan pasal-

pasal yang digunakan dalam penelitian  terkait tentang sediaan far-

masi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pem-

binaan dan Pengawasan Penyelenggaran Perlindungan Konsumen 

pasal yang digunakan terkait pengawasan bersama baik dari 

pemerintah, produsen dan konsumen.  

Inpres No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas 

Pengawasan Obat dan Makanan sebagai dasar hukum untuk pelaksa-

naan koordinasi intansi terkait dalam melakukan pengawasan. Pera-

turan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Pengawas Obat 

dan Makanan pasal yang digunakan terkait bentuk pengawasan. 

Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

634/MPP/KEP/9/2002 pasal yang digunakan terkait pengawasan. 

Peraturan Mentri Kesehatan No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 

Tentang Notifikasi kosmetik pasal yang digunakan terkait dengan 

peredaran. Dan Keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan No-

mor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pasal yang digunakan 

terkait dengan kosmtik yang baik. 

b. Data yang berhubungan dengan informasi instansi terkait baik beru-

pa profil instansi, data produk kosmetik ilegal, serta lainnya. 

c. Jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.  
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G. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pen-

gecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Denzin 

dalam buku berjudul metodelogi penelitian kualitatif panduan penelitian 

beserta contoh proposal kualitati yang dikarang oleh Ibrahim, ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
45

 

Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangu-

lasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan men-

gecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dengan teknik 

triagulasi sumber ini penulis menggunakannya untuk  membandingkan da-

ta hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang berkaitan 

dengan pengendalian peredaran kosmetik ilegal, membandingkan hasil 

wawancara antara subjek satu dengan yang lainnya, serta membandingkan 

hasil pengamatan (observasi) penulis dengan hasil wawancara dengan 

subjek penelitian. 

Adapun salah satu bentuk pengabsahan data yang dilakukan oleh 

penulis seperti  membandingkan data hasil wawancara yang dilakukan 

                                                             
45

Ibrahim, Metodelogi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Pro-

posal Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), 72. 
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kepada pelaku usaha yang memaparkan bahwa masih menjual masker or-

ganik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di akun media sosialnya. 

Lalu pengabsahan data yang dilakukan ialah dengan cara membandingkan 

hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan  melalui akun me-

dia sosial pelaku usaha yang membuktikan bahwa data yang telah di-

peroleh benar adanya. 

 

H. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data dan analisis data 

tidak menjadi kegiatan yang terpisah dan berproses secara simultan serta 

berbentuk siklus.
46

 Dari seluruh data yang tersedia penulis menggunakan 

empat tahapan atau proses yaitu collection (pengumpulan data) yaitu penu-

lis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai data dan 

informasi terkait pengendalian peredaran kosmetik ilegal atau masker or-

ganik ilegal melalui media online di Kota Palangka Raya, reduction (pen-

gurangan data) yaitu data yang didapat dari penelitian baik berupa data 

mengenai  manajemen, hambatan serta pelaksanaan pengawasan yang dil-

akukan instansi terkait terhadap pengendalian peredaran kosmetik ilegal 

melalui media online di kota Palangka Raya akan dipaparkan apa adanya 

setelah itu data yang dianggap kurang vailid akan dihilangkan atau tidak 

dimasukan ke dalam pembahasan, display (penyajian data) yaitu data yang 

                                                             
46

 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), 111 
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didapat penulis mengenai pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui 

media online di kota Palangka Raya akan dipaparkan secara ilmiah dengan 

tidak menutup-nutupi kekurangannya, dan yang terakhir conclution 

(penarikan kesimpulan) yaitu penulis menarik kesimpulan yang berupa 

pengambilan intisari dari sajian data hasil penafsiran. 

Keseluruhan data yang ada  dianalisis menggunakan beberapa teori 

yang dianggap relevan terhadap penelitian ini, dimana untuk menjawab 

permasalahan masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal melalui media 

online menggunakan teori kesadaran hukum dan perlindungan konsumen, 

teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis persoalan masih 

maraknya pelaku usaha menjual kosmetik ilegal atau masker organik se-

dangkan teori perlindungan kosumen digunakan untuk menganalisis akibat 

dari kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha sehingga mengakibatkan 

rentannya posisi konsumen sehingga diperlukannya perlindungan kon-

sumen. Untuk memjawab permasalahan manajemen isntansi terkait dalam 

mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan melalui media 

online di kota Palangka Raya menggunakan teori  pengawasan, hal-hal 

yang dianalisi dengan teori pengawasan adalah manajemen instansi terkait 

baik dari strategi, pelaksanaan pengawasan serta hambatan saat 

melaksanakan pengendalian peredaran kosmetik ilegal khususnya melalui 

media online. Dan untuk menjawab permasalahan pengendalian peredaran 

kosmetik ilegal menurut pandangan hukum ekonomi syariah 

menggunakan teori hisbah. Dari analisis tersebutlah akan diperoleh jawa-
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ban atau hasil atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah dan 

nantinya akan dipaparkan lalu akan ditarik kesimpulan. 

  



 
 

45 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Letak Geografis Kota Palanga Raya 

Tanggal 11 Mei 1959  Parlemen Republik Indonesia mengesahkan 

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1958 yang menetapkan Provinsi Kali-

mantan Tengah terbagi dalam lima Kabupaten dan Palangka Raya sebagai 

ibukotanya. Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.853,52 Km2 

(267.851 Ha) dengan sebagain besar terdiri dari tanah datar dan berbukitan 

dengan kemiringan kurang 40%. Adapun  secara geografis Palangka Raya 

terletak pada 113
o 
30`-114

o
07` bujur timur dan 1

o
35`-2

o
24` linang selatan. 

47
 

Secara adminidtrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabu-

paten Gunung Mas disebelah utara, Kabupaten Pulang pisau disebelah ti-

mur, Kabupaten Pulang pisau disebelah selatan dan Kabupaten Katingan 

sebelah barat. Wilayah Kota Palangka Raya terbagi menjadi  lima kecama-

tan yakni Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Ra-

kumpit, Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Bukit batu dengan luas 

wilayah masing-masing 119,37 Km2, 641,51 Km2, 1.101,95 Km2, 387,53 

Km2, dan 603,16 Km2. Secara topografi jenis tanah yang ada di wilayah 

Kota Palangka Raya dominan bertanah gambut dan tanah 

                                                             
47

Pemerintahan Kota Palangka Raya, “Profil Kota Palangka Raya” dalam 

https://palangkaraya.go.id/,  (26 maret 2021). 

https://palangkaraya.go.id/
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aluvial yang berasal dari endapan sungai yang pada umumnya  ada di dae-

rah-daerah pinggir sungai. Tedapat tiga sungai atau anak sungai di wilayah 

Kota Palangka Raya yakni Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai 

Sabangau.
48

 

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2019 berjumlah 

266.020 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adakah 

kecamatan Jekan Raya 140.173 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Pa-

handut terdiri dari 88.731 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Sebangau 

terdiri dari 21.009 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Bukit Batu 12.867 

dan kecamatan dengan jumlah penduduk sedikit adalah kecamatan Ra-

kumpit 3.240 jiwa.
49

 

Adapun Visi Kota Palangka Raya selama periode 2018-2023 ialah 

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun, dan sejahtera untuk 

semua” dan adapun Misi Kota Palangka Raya terbagi menjadi 3 yaitu: 

1. Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya Smart Environmet (ling-

kungan cerdas) meliputi pembagunan infrastruktur, teknologi informa-

si, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bagunan 

dan tata ruang, transfortasi. 

2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society 

(masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, 

kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan. 

                                                             
48 Ibid. 
49

 Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, “Sosial dan Kependududkan Kota Palangka 

Raya” dalam https://palangkakota.bps.go.id, (6 Oktober 2021). 

https://palangkakota.bps.go.id/
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3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya Smart 

Economy (ekonomi cerdas) meliputi pembagunan industri, usaha kecil 

dan menengah, pariwisata, dan perbankan.
50

 

 

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka 

Raya 

 

1. Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pal-

angka Raya 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Ma-

kanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menye-

lenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Ma-

kanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat 

dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psiko-

tropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan.
51

 

                                                             
50 Ibid. 

51
BBPOM Kota Palangka Raya, “Profil BBPOM Kota Palangka Raya”, dalam 

https://palangkaraya.pom.go.id/view/direct/function,  (20 April 2021). 
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Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis 

BBPOM melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum da-

lam Peraturan Kepala  BBPOM Nomor 12 Tahun 2018 serta Peraturan 

BBPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

BBPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Ma-

kanan. 

2. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Kota Palangka Raya 

a. Visi 

“Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing un-

tuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
52

 

b. Misi 

1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bang-

sa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan 

Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rang-

ka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya 

saing untuk kemandirian bangsa. 

                                                             
52 Ibid. 
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3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, ser-

ta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, 

guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga. 

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 

untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang 

Obat dan Makanan. 

3. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Kota Palangka Raya 

Susunan organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Kota Palangka Raya terdiri atas:
53

 

a. Kepala Balai Besar; 

b. Bagian Tata Usaha; 

c. Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi 

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi; 

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum; 

d. Koordinator Kelompok Pemeriksaan 

1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi; 

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Sertifikasi. 

e. Koordinator Substansi Penindakan 

f. Koordinator Kelompok Substansi Penguji 
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1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia; 

2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobi-

ologi; 

4. Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Kota Palangka Raya 

a. Tugas 

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

dan perundang-undangan.
54

 

b. Fungsi 

1) Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Ma-

kanan; 

2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan 

Makanan; 

3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan 

Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; 

4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi 

dan/atau distribusi Obat dan Makanan; 

5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Ma-

kanan; 

6) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; 
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7) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ke-

tentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

9)  Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
55

 

5. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) BBPOM Kota Pal-

angka Raya 

a. Prinsip dasar SISPOM 

1) Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional. 

2) Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis 

bukti-bukti ilmiah. 

3) Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh 

siklus proses. 

4) Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja inter-

nasional. 

5) Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum. 
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6) Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat 

yang berkolaborasi dengan jaringan global. 

7) Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu 

produk.
56

 

b. Kerangka konsep SISPOM 

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dil-

akukan SISPOM tiga lapis yakni:
57

 

1) Sub-sistem pengawasan Produsen, sistem pengawasan internal 

oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang 

baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk 

penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. 

Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan 

keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyim-

pangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan 

maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun 

pro-justisia. 

2) Sub-sistem pengawasan Konsumen, sistem pengawasan oleh 

masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran 

dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang 

digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. 

Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan 

karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil kepu-

                                                             
56 BPOM RI, “Profil BPOM RI”, dalam https://pom.go.id/new/view/direct/kksispom,  (20 

April  2021). 
57 Ibid. 
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tusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Kon-

sumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi 

terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat 

membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-

produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan se-

dang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-

hati dalam menjaga kualitasnya. 

3) Sub-sistem pengawasan Pemerintah atau BPOM, sistem 

pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan stand-

ardisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum 

diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel 

dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta 

peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. 

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka 

pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi 

dan edukasi. 
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C. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindus-

trian (Disperindag) Kota Palangka Raya 

 

1. Visi dan Misi serta Program Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya 

a. Visi 

“Terwujudnya Kota palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera 

untuk semua” 

b. Misi 

1) Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya Smart Environmet 

(lingkungan cerdas) meliputi pembagunan infrastruktur, 

teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan 

limbah, manajemen bagunan dan tata ruang, transfortasi. 

2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart So-

ciety (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, 

pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan kea-

manan. 

3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya 

Smart Economy (ekonomi cerdas) meliputi pembagunan indus-

tri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.
58

 

c. Program  

                                                             

58
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota 

Palangka Raya, “Profil Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perin-

dustrian Kota Palangka Raya”, dalam https://dpkukmp.palangkaraya.go.id, (20 April 

2021). 

https://dpkukmp.palangkaraya.go.id/
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1) Pembagunan infrastuktur; 

2) Perkembangan pertanian dan keanekaragaman hayati, pengel-

olaan sampah; 

3) Perencanaan tata ruang, pengelolaan objek wisata; 

4) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kepemudaan; 

5) Peningkatan sosial budaya, menjaga kerukunan antar umat be-

ragama dan menjaga kelestrarian budaya; 

6) Peningkatan kualitas Biokrasi yang Pro rakyat; 

7) Peningkatan perekonomian kota melalui ekowisata dan 

ekonomi kreatif dan digital; 

8) Peningkatan sumberdaya manusia; 

9) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi 

dan partisipasi semua pihak.
59

 

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya 

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat Dinas, membawahi :  

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 
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3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perindustrian, membawahi :  

1) Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;  

2) Seksi Pembagunan Sumber Daya Indutri; dan 

3) Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri.. 

d. Bidang Perdagangan; 

1) Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting; 

2) Seksi Sarana, Pelaku Distribusi Produksi dan Pemasaran; dan 

3) Seksi Sarana Distribusi, Logistik dan Pengawasan 

e. Bidang Koperasi 

1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; 

2) Seksi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Koperasi; dan 

3) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Pelindungan Usaha 

Koperasi. 

f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,  membawahkan: 

3) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; 

4) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Pelindungan Usaha 

Mikro; dan 

4) Seksi Peningkaan Kualitas Kewirausahaan. 

3. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya 

a. Tugas pokok 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian 

mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan di dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM 

dan Perindustiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah.
60

 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 

Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintah dan tugas pembantuan lingkup Pembinaan, kelem-

bagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi 

dan UKM serta mengendalikan, membina dan memberikan pela-

yanan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan 

Konsumen, secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

b. Fungsi 

Pelaksanaan Tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
61

 

1) Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 
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2) Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah; 

3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; 

4) Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah. 

 

D. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) 

Kota Palangka Raya 

 

1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

(Diskominfo) Kota Palangka Raya 

a. Visi 

“Terwujudnya Kota palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera 

untuk semua” 

b. Misi 

1) Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya Smart Environmet 

(lingkungan cerdas) meliputi pembagunan infrastruktur, 

teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan 

limbah, manajemen bagunan dan tata ruang, transfortasi. 

2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart So-

ciety (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, 
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pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan kea-

manan. 

3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya 

Smart Economy (ekonomi cerdas) meliputi pembagunan indus-

tri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.
62

 

2. Struktur  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dis-

kominfo) Kota Palangka Raya 

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya terdiri atas: 

a. Kepala Dinas;
63

 

b. Sekretariat Dinas, membawahi :  

1) Sub Bagian Perencanaan; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :  

1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;  

2) Seksi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan Domain 

dan Website; dan 

3) Seksi Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemrintah Ber-

basis Elektronik. 

d. Bidang Pengelolaan Informasi Publik; 

                                                             
62

 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka Raya, “Profil Di-

nas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka Raya,” dalam 

https://kominfo.palangkaraya.go.id/, (10 April 2021). 
63 Ibid. 
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1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; 

2) Seksi Layanan Informasi Publik; dan 

3) Seksi Kemitraan Informasi Publik. 

e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 

1) Seksi Pengelolaan Konten dan Perencanan Media Komu-

nikasi Publik; 

2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan 

3) Seksi Layanan Hubungan Media dan Penguatan Kapasitas 

Sumber Daya Komunikasi Publik. 

f. Bidang Statistik dan Persandian,  membawahkan: 

1) Seksi Statistik Sektoral dan Data Spasial; 

2) Seksi Tata Kelola Persandian; dan 

3) Seksi Operasional Keamanan Persandian 

3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Ta-

hun 2016, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ko-

ta Palangka Raya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi, in-

formatika, statistik dan persandian sesuai dengan wewenang daerah 

yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan komu-

nikasi, informatika, statistik dan persandian.
64
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  Adapun fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Per-

sandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya yakni sebagai berikut:
65

 

a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pem-

binaan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandi-

aan; 

b. Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan 

dan kebijakan umum yang ditetapkan walikota berdasarkan pera-

turan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Melaksanakan pembagunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

dilingkup bidang tugasnya; 

d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, simlikasi dan sinkronisasi 

dibidang tugasnya; 

e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman 

dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informat-

ika, statistik dan persandiaan. 

 

 

 

 

 

E. Penyajian Data dan Analisis 

1. Penyajian  Data 
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Penyajian data pada penelitian ini  penulis akan memaparkan data 

pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media online di Kota 

Palangka Raya, penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dil-

akukan pada subjek penelitian sebanyak 10 (sepuluh) orang yang 

terdiri dari 3 (tiga) pelaku usaha, 3 (tiga) pegawai BBPOM Kota Pal-

angka Raya, 3 (tiga) pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya, dan 1 

(satu) pegawai Disperindag Kota Palangka Raya. 

1)  Subjek Pertama 

Nama : Rahmah Safitri 

Umur : 22 Tahun  

Pekerjaan: Pelaku Usaha (Distributor masker organik) 

Penulis melakukan wawancara kepada subjek pertama  

secara langsung tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021. Sebelum 

melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih da-

hulu pada akun media online subjek dan melakukan pendekatan 

kepada subjek agar wawancara yang dilakukan nantinya dapat 

berjalan dengan lancar. Subjek pertama menjelaskan mulai ber-

jualan masker organik kurang lebih 2 tahun. Cara mempromosi-

kan jualannya melalui 2 (dua) akun media sosial seperti instra-

gram dan  whatsApp. Untuk instragram caranya seperti upload 

fit
66

 dan membuat instastory
67

  tentang produk-produk yang di-

                                                             
66 Upload Fit adalah fitur untuk memposting  foto untuk disimpan ke akun instagram. 
67

 Instastory ialah  singkatan dari Instagram Story yang merupakan salah satu  fitur dari 

aplikasi Instagram yang berguna untuk membagikan cerita keseharian dalam bentuk  foto maupun 

video.  
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jual, dan untuk melalui whatsApp caranya seperti membuat sta-

tus.
68

 

Pengaturan foto masker organik yang menarik dan penjela-

san manfaat dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya  yang 

menyatakan bahwa masker organik terbuat dari 100% bahan ala-

mi sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli masker or-

ganik.
69

 Subjek pertama juga menceritakan bahwa mengerti ten-

tang produk yang sudah mendapat izin edar dari BPOM  dan yang 

tidak. Namun masih ada masker organik yang dijual yang tidak 

mendapat izin edar dari BPOM. Hal ini karena identiknya kata 

“organik” yang ada pada masker organik menyakinkan subjek 

pertama bahwa produk tersebut dari bahan dasar alami sehingga 

dapat dikatakan aman untuk dipakai dan selama berjualan masker 

organik BBPOM Kota Palangka Raya tidak pernah melakukan 

edukasi atau sosialisasi terkait produk kosmetik yang baik dan 

benar untuk dijual, ada kemungkinan yang mendapat sosialisasi 

hanya pelaku usaha yang memiliki toko atau yang berjualan 

dipasar.
70

 

Selama berjualan masker organik subjek pertama pernah be-

berapa kali mendapat komplain, seperti yang dipaparkan oleh 

subjek pertama dalam wawancaranya: 

                                                             
68 Rahmah Safitri, Wawancara (Palangka Raya, 31 Mei 2021). 
69 Rahmah Safitri, Observasi Akun Media Online Pelaku Usaha (Palangka Raya, 31 Mei 

2021). 
70 Rahmah Safitri, Wawancara (Palangka Raya, 31 Mei 2021). 
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Untuk masker organik malah jarang banget dapat komplain, 

paling ada beberapa kali aja itupun karena merasa enggak co-

cok habis itu paling mereka ganti ke produk atau masker lain, 

pokoknya gak beli produk yang sama lagi karena merasa gak 

cocok.
71

 

 

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan subjek pertama 

berupa pemberian saran atau penjelasan terkait masker organik 

seperti apa yang cocok untuk kulit konsumen. Selain itu tidak 

pernah bertanggung jawab dari segi meteril terkecuali untuk 

kesalahan pengiriman.
72

 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa subjek pertama sebagai distributor masker or-

ganik yang berjualan di media online masih menjual masker or-

ganik ilegal dan masih kurangnya pertanggung jawaban yang 

diberikan kepada konsumen ketika konsumen melakukan keluhan 

atas efek samping dari masker organik tersebut. 

2) Subjek Kedua 

Nama : Poni Tasrina 

Umur : 30 Tahun  

Pekerjaan: Pelaku Usaha (Distributor masker organik) 

Penulis melakukan wawancara kepada subjek kedua secara 

langsung tepatnya pada tanggal 19 Juni 2021, sebelum melakukan 

wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada 

akun media online subjek dan melakukan pendekatan kepada 

subjek agar wawancara yang akan dilakukan nantinya dapat ber-

                                                             
71 Ibid. 
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jalan dengan lancar. Adapun temuan penulis saat melakukan ob-

servasi pada akun media sosial subjek kedua adalah  subjek kedua 

melakukan pengaturan foto masker organik yang menarik dan 

penjelasan manfaat, serta bahan-bahan yang terkandung di da-

lamnya yang menyatakan bahwa masker organik  terbuat dari 

100% bahan alami. Ditambah lagi keterangan testimoni dari kon-

sumen yang pernah membeli sehingga dapat menyakinkan kon-

sumen untuk membeli masker organik tersebut.
73

 

Subjek kedua menjelaskan bahwa penjualan masker organ-

ik melalui dua cara yaitu melalui  media online dan secara offline 

(toko). Pemasaran masker organik melalui media online melalui  

whatsApp, instragram dan akun shopee.sedangkan untuk pro-

mosinya dilakukan melalui jasa endorsement  dan testimoni dari 

konumen. Cara subjek kedua membedakan masker organik yang 

sudah memiliki izin edar dari BPOM  dan yang tidak memiliki 

izin edar dari BPOM  melalui pengecekan dari website BPOM un-

tuk mengetahui suatu masker organik tersebut sudah terdaftar 

ataupun belum. Jika hanya melihat dari segi isi produk tidak dapat 

dibedakan antara yang sudah memiliki izin edar dari BPOM  dan 

yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.
74

 

Kemudian subjek kedua juga menjelaskan bahwa selama 

berjualan BBPOM Kota Palangka Raya tidak pernah melakukan 

                                                             
73 Poni Tasrina, Observasi Pada Akun Media Online Pelaku Usaha (Palangka Raya, 19 

Juni 2021). 
74

 Poni Tasrina, Wawancara (Palangka Raya, 19 Juni 2021). 



66 
 

 
 

edukasi ataupun sosialisasi. Karena kemungkinan BBPOM Kota 

Palangka Raya hanya melakukan sosialisi kepada produsen atau 

rumah produksi masker organik. Menurut subjek kedua hal ini 

dilakukan karena banyaknya produsen yang memproduksi masker 

organik dan memasarkannya terlebih dahulu sebelum mengurus 

surat izin edar dari BPOM. 

Selama berjualan masker organik subjek kedua pernah 

mendapat keluhan dari konsumen seperti kemerahan. Namun hal 

ini dianggap wajar olehnya karena kemungkinan cara pengaplika-

sian yang salah atau kondisi wajahnya yang sedang berjerawat 

sehingga saat masker organik dibersihkan menjadi kemerahan ke-

rena efek dari kondisi wajah masing-masing. Adapun bentuk per-

tanggung jawaban yang diberikan subjek kedua kepada kon-

sumen, seperti yang dijelaskan dalam wawancara:
75

 

Waktu baca-baca di grup karena mereka gak parah-parah 

sekali. Misalnya seperti belum mempan banget bisanya sih 

gitu, belum ampuh banget karena baru pakai sekali belum 

ada efeknya. Efeknya negatifnya kemungkin merekanya gak 

mau beli lagi. 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

subjek kedua sebagai distributor masker organik yang berjua-

lan melalui media online dan memiliki toko masih menjual 

masker organik ilegal dan tidak pernah mendapat edukasi dari 

BBPOM Kota Palangka Raya. Selain itu subjek kedua tidak 
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memberikan pertanggung jawaban baik secara moril ataupun 

materil sehingga rentanya posisi konsumen dalam hal ini. 

3) Subjek Ketiga 

Nama : Janisa Rabiatul Hidayah 

Umur : 22 Tahun  

Pekerjaan : Pelaku Usaha (Reseller) 

Penulis melakukan wawancara kepada subjek ketiga 

secara langsung tepatnya pada tanggal 19 Juni 2021, sebelum 

melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih 

dahulu pada akun media online subjek dan melakukan pen-

dekatan kepada subjek agar wawancara yang akan dilakukan 

nantinya dapat berjalan dengan lancar. Adapun temuan penulis 

saat melakukan observasi pada akun media sosial subjek ke-

ketiga adalah subjek ketiga juga melakukan pengaturan foto 

masker organik yang menarik dan penjelasan bahan-bahan, 

serta manfaat yang terkandung di dalam masker organik yang 

menyatakan bahwa terbuat dari 100% bahan alami. Ditambah 

penggunaan  jasa endorsement yang diberikan distributor  serta 

keterangan testimoni dari konsumen yang pernah membeli se-

hingga dapat menyakinkan konsumen untuk membeli masker 

organik tersebut.
76

 

                                                             
76

 Janisa Rabiatul Hidayah, Observasi Pada Akun Media Online Pelaku Usaha  (Palangka 

Raya, 19 Juni 2021). 
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Berdasarkan penjelasan dari subjek ketiga untuk promosi 

biasanya ada kerjasama antara distributor dan reseller, seperti 

distributor yang mempromosikan akun online shop reseller 

melalui media sosialnya seperti instagram, whatsApp, dan fa-

cebook. Untuk promosi di facebook jarang dilakukan karena 

jarangnya peminat masker organik sehingga lebih banyak 

melakukan promosi di instagram dan whatsApp.
 77 

Subjek ke-

tiga juga menceritakan bahwa mengerti produk yang sudah 

mendapat izin edar dari BPOM  dan yang tidak. Namun masih 

ada masker organik yang dijual yang tidak mendapat izin edar 

dari BPOM. Hal ini karena masker organik tersebut masih 

banyak diminati oleh masyarakat maka dari itu masih diperjual 

belikan. Walaupun menjual masker organik tersebut beresiko 

baik untuk penjual maupun konsumen dan selama ini juga tid-

ak pernah mendapat edukasi ataupun sosialisasi dari BBPOM 

Kota Paangka Raya.
78

 

Selama berjualan masker organik subjek ketiga pernah 

mendapat keluhan dari konsumen. Subjek ketiga  me-

nanggapinya dengan cara memberikan saran kepada konsumen 

untuk berhenti dalam pemakaian masker organik tersbut. Ka-

rena masker organik tersebut memiliki kemungkinan ketid-

akcocokan sehingga disarankan tidak dipakai setiap hari. Hal 

                                                             
77 Janisa Rabiatul Hidayah, Wawancara (Palangka Raya, 19 Juni 2021). 
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ini seperti yang dipapaprkan subjek ketiga dalam wa-

wancaranya:
79

 

Aku suruh berhenti jangan dipakai lagi, kalau gak cocok 

yaudah jangan dipakai lagi. Karenakan masker itu cocok-

cocokan dan jangan dipakai setiap hari. 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

subjek ketiga selaku reseller  masker organik yang berjualan 

melalui media online tidak pernah mendapat edukasi dari 

BBPOM Kota Palangka Raya. Selain itu subjek ketiga mem-

berikan pertanggung jawaban baik secara moril yaitu berupa 

saran kepada konsumen untuk berhenti memakai produk terde-

but. 

4) Subjek Keempat 

Nama : Vicky Agung K. 

Pekerjaan : Pegawai BBPOM Kota Palangka Raya 

Jabatan : Anggota Substansi Informasi dan Komunikasi 

Penulis melakukan wawancara kepada subjek keempat 

secara langsung tepatnya pada tanggal 28 April 2021 di kantor 

BBPOM Kota Palangka Raya. Wawancara ini dilakukan untuk  

menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Bentuk 

dan mekanisme pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap 

masker organik ilegal yang bererdar di media online. Subjek 

keempat memaparkan bahwa BBPOM telah pengembangkan 
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pengawasan sampai ke media online salah satunya di beberapa 

platfrom e-commerce  ada yang khusus mengawasi instagram, 

ada juga yang mengawasi e-commerce seperti shopee, buka 

lapak dan lain-lain, ada juga di FJB (Forum Jual Beli) di pal-

angka Raya. 

Sebutan untuk bentuk pengawasan ini adalah cyber patrol. 

BBPOM memiliki inovasi baru terkait pengawasan yaitu 

membuat link untuk masyarakat agar bisa ikut andil dalam 

pelaporkan. Nama link tersebut dinamai Elamahamen yakni 

sebuh link yang disediakan oleh BBPOM Palangka Raya untuk 

masyarakat bisa melaporkan apabila mengetahui ada pelaku 

usaha online khususnya yang menjual bahan-bahan atau 

produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan atau ilegal 

agar bisa dilaporkan melalui link tersebut. Link tersebut tidak 

digunakan secara  spesitik akan tetapi bisa untuk melaporkan 

obat tradisional, suplemen, kosmetik, dan lain-lain jadi 

masyarakat bisa ikut andil dalam pengawasan.
80

 Tercatat seki-

tar 377 pengaduan dari masyarakat terkait kosmetik sejak Jan-

uari 2021 sampai dengan September 2021. Pengaduan 

masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui media sosial 

BBPOM Kota Palangka Raya termasuk link Elamahamen.
81

 

                                                             
80 Vicky Agung K., Wawancara (Palangka Raya 28 April 2021) 
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 BBPOM Kota Palangka Raya, “Layanan Pengaduan dan Informasi BBPOM Kota Pal-

angka Raya”, dalam https://palangkaraya.pom.go.id/view/direct/function,  (20 April 2021). 
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Koordinasi yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya 

dengan instansi lain terkait pengawasan masker organik ilegal 

yang beredar di media online belum ada MOU untuk kerjasa-

ma secara khusus. BBPOM Kota Palangka Raya hanya menso-

sialisasikan ELAMAHAMEN melalui forum-forum, seperti fo-

rum yang berada di lintas sektor. Kecuali untuk pengawasan 

dilapangan sudah ada tim terpadu pengawsan obat dan ma-

kanan di kota palangkaraya.  Contohnya di kabupaten A dan B 

di provinsi kalimantan tengah yang terbentuknya tim terpadu 

bersama tim Kepolisian, Disperindag , Dinas Kesehatan.
82

 

Mengenai masker organik tidak memiliki izin edar dari 

BPOM yang beredar secara online selama ini belum ada yang 

ditarik. Namun BBPOM Kota Palangka Raya melakukan so-

sialisasi atau edukasi terhadap pelaku usaha yang berjualan 

masker organik ilegal di media online. Pembinaan yang dil-

akukan dengan cara japri (jalur pribadi). BBPOM menghub-

ungi secara langsung  akun-akun yang memang menjual 

kosmetik ilegal. Kemudian diberikan  pengetahuan dalam ben-

tuk informasi gratis terkait bagaimana seharusnya kosmetik 

atau produk-produk beredar di indonesia seperti harus mem-

iliki izin edar dari BPOM.
83
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Masker organik belum ada yang ditarik karena harus me-

lalui tahapan-tahapan, pertama diberi edukasi dan setelahnya 

masih melakukan pelanggaran berulangkali maka akan dil-

akukan penindakan. Adapun hambatan atau kandala dalam 

melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal atau masker 

organik ilegal yang beredar di media online lebih seperti tan-

tangan. Hal ini seperti yang dijelaskan subjek keempat dalam 

wawancaranya: 

Untuk hambatanya lebih seperti tantangan karena banyak-

nya pelaku usaha sehingga pengawasan yang dilakukan 

dalam waktu 24 jam dalam 7 hari bisa dikatakan belum 

cukup karena pelaku usaha terkadang  bukan pelaku usaha 

(bukan akun jualan)  tetapi masyarakat umum biasa yang 

ingin mencari tambahan sehingga pertumbuhannya men-

jadi lebih cepat. Jadi tantanganya adalah edukasi yang 

diberikan harus secara menyeluruh, lebih sering lagi men-

gadakan webbinar-webbinar tentang sosialisasi kosmetik 

yang baik atau membuat kegiatan-kegiatan yang melibat-

kan pengguna lapak untuk mengetahui apakah dia boleh 

atau tidak  menjual kosmetik tanpa izin sehingga  sosial-

isasi dan edukasinya yang dilakukan harus lebih gencar 

lagi pada semua lapisan masyarakat.
84

 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

BBPOM dalam melakukan pengawasan secara online telah 

melakukan inovasi yang disebut cyber patrol dan adanya link 

ELAMAHAMEN untuk mengajak masyarakat bereperan aktif 

dalam pengawasan. Dalam hal pengawasan kosmetik secara 

online BBPOM belum ada melakukan koordinasi dengan in-

stansi lain. Adapun kedala yang dihadapi BBPOM seperti ku-
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rangnya waktu untuk melakukan pengawasan karena banyak-

nya pelaku usaha 

5) Subjek Kelima 

Nama : Wiwik Wiranti  

Pekerjaan : Pegawai BBPOM Kota Palangka Raya 

Jabatan : Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi 

Penulis melakukan wawancara kepada subjek kelima 

secara langsung tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 di kantor 

BBPOM Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini penulis 

menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Subjek 

kelima memaparkan bahwa untuk koordinasi dengan instansi 

lain BBPOM Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi untuk 

lintas sektor untuk melakukan pengawasan bersama. Sementa-

ra itu sosialiasi yang  berikan untuk pelaku usaha yang berjua-

lan secara online bersifat random. 

Pelaku usaha akan diberikan  informasi, edukasi dan 

komunikasi syarat kosmetik yang bisa digunakan dari lebalnya 

harus mencantumkan keterangan-keterangan yang dipersyarat-

kan. Contoh seperti meminta pelaku usaha untuk memproduksi 

atau mengedarkan suatu kosmetik yang terdaftar.
85

 

6) Subjek Keenam 

Nama : Mei Indarti 

                                                             
85 Ibid.  
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Pekerjaan : Pegawai BBPOM Kota Palangka Raya 

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan 

Penulis melakukan wawancara kepada subjek keenam 

secara daring yaitu melalui email dimana peneliti mengirim 

pertanyaan wawancara dan beberapa hari kemudian subjek 

mengirimkan balasan berupa hasil wawancara tepatnya pada 

tanggal 18 Juni 2021. Dalam wawancara ini penulis menggali 

data yang diperlukan dalam menganalisis.  

Bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan 

BBPOM terhadap masker organik ilegal yang beredar di media 

online. Subjek keenam memaparkan bahwa Pengawasan 

peredaran obat dan makanan daring dilakukan dengan 

melakukan cyber patrol. Cyber patrol dilakukan utamanya ter-

hadap media sosial dan forum jual beli online yang ada di 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Output dari cyber patrol 

berupa register informasi, jika informasi tersebut lengkap maka 

akan dibuat laporan informasi dan selanjutnya akan ditin-

daklaanjuti dengan SOP Intelijen atau SOP Pemeriksaan Sara-

na. Pengawasan peredaran obat dan makanan melibatkan peran 

serta masyarakat untuk secara aktif melaporkan dugaan 

pelanggaran di bidang Obat dan Makanan daring dengan 
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melaporkan ke http://bit.ly/ELAMAHAMEN atau melaporkan 

ke nomor whatsApp  081257292313
86

 

Adapun koordinasi yang dilakukan BBPOM Kota Palang-

ka Raya dengan instansi lain, subjek keenam menjelsakan da-

lam wawancaranaya: 

Secara SOP Makro Badan POM RI melakukan koordinasi 

Kementrian Kominfo dan IdEA (Indonesian E-Commerce 

Association) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Dar-

ing. Jika dari hasil pengawasan direkomendasikan untuk 

dilakukan takedown terhadap website, situs, akun media 

sosial, akun e-commerce maka rekomendasi akan disam-

paikan kepada Kementrian Kominfo dan IdEA (Indone-

sian E-Commerce Association).  

 

Selama melakukan pengawasan BBPOM Kota Palangka 

raya belum pernah menarik masker organik, akan tetapi pernah 

menarik jenis masker wajah yang lain. Selain itu edukasi atau 

sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan dengan mengirim 

template standar terkait pengetahuan tentang produk Obat dan 

Makanan yang terdaftar. Kendala atau hambatan bbpom Kota 

Palangka Raya dalam melakukan pengawasan secara online 

ialah banyaknya akun pribadi yang berjualan produk Obat dan 

Makanan secara online dan sebagian menggunakan alamat 

palsu. Bermacam-macam respon penjual online jika diberikan 

template standar, ada yang merespon dengan positif dan ada 
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yang langsung memblokir akun media social BBPOM Di Pal-

angka Raya.
87

 

Berdasarkan hal diatas penulis menyimpulkan bahwa un-

tuk koordinasi untuk pengawasan melalui daring untuk tingkat 

regional atau daerah masih belum ada. Namun untuk tingkat 

nasional atau pusat sudah ada yakni koordinasi antara Badan 

POM RI dengan Kementrian Kominfo. 

7) Subjek Ketujuh 

Nama : Ani Trishayanti 

Pekerjaan : Pegawai Disperindag Kota Palangka Raya 

Jabatan : KASI Sarana Distribusi, Logistik, dan Pengawasan  

Penulis  melakukan wawancara kepada subjek ketujuh 

secara langsung yaitu datang ke kantor  Disperindag  Kota Pal-

angka Raya  setelah sebelumnya melakukan janji temu tepat-

nya pada tanggal 28 April 2021. Dalam wawancara ini penulis 

menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Tindakan 

yang dilakukan Disperindag Kota Palangka Raya terhadap 

pelaku usaha yang menjual masker organik ilegal di media 

online. Subjek ketujuh menjelaskan bahwa: 

Permasalah ini lebih mengarah kepada perlindungan kon-

sumen, dimana telah dialihkan kepada dinas perdagangan 

provinsi, sekarang disperindag kota tidak memiliki 

wewenang terkait hal tersebut.
88
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Pengawasan secara online dilakukan dengan memberikan 

pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat, yakni 

melakukan pembinaan mengenai kosmetik yang baik, serta in-

formasi-informasi mengenai bahan-bahan berbahaya dan se-

bagainya. Dan untuk pengawasan lebih kepada masyarakat 

yang berperan aktif untuk melakukan pelaporan. Setelahnya 

baru bisa ditindak lanjuti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

bersama kepolisian. Pengawasan secara online tidak ada 

melakukan koordinasi dengan instansi lain.
89

 

Berbeda dengan  pengawasan secara langsung  yang dil-

akukan pengawasan ke pasar-pasar atau toko-toko untuk 

menarik kosmetik yang kadaluarsa. Namun selama tahun 2020 

sampai sekarang pengawasan secara langsung tidak berjalan 

lagi karena terkendala dana yang dimiliki. Sehingga bidang Sa-

rana Distribusi, Logistik, dan Pengawasan di Disperindag 

Koata Palangka Raya di alihkan ke PLH Metrologi.
90

 Ber-

dasarkan paparan dari subjek ketujuh dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan untuk peredaran kosmetik ilegal di media online 

bersifat pasif. Berbeda yang berperan secara langsung dan 

melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaanya dan untuk 
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sekarangpun masih belum bisa terlaksana lagi karena terken-

dala biaya. 

8) Subjek Kedelapan 

Nama : Ahmad Reza 

Pekerjaan : Pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya 

Jabatan : Kasi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan 

  Domain dan Website 

Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Reza, Meli 

dan Alfrianto secara bersama dalam satu ruangan seperti hal-

nya berdiskusi bersama, wawancara ini dilakukan tepatnya pa-

da tanggal 27 April 2021, dalam wawancara ini penulis meng-

gali data yang diperlukan dalam menganalisis. Menurut subjek 

kedelapan terkait dengan konten atau isi yang diawasi oleh Di-

nas Kominfo terhadap peredaran  masker organik ilegal yang 

beredar di media online selama ini tidak ada pengawasan hal 

tersebut disebabkan tidak adanya wewenang untuk mengawasi 

terkait izin atau melarang suatu produk.
91

 Selain itu dari pihak 

Kementrian Kominfo belum ada kebijakan terkait sistem 

pengawasan otomatis pada produk kosmetik ilegal. Misalnya 

youtube yang memiliki copyright untuk menolak secara otoma-

tis publis karya orang lain. 
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Sementara itu bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas 

Kominfo Kota Palangka Raya terhadap peredaran masker or-

ganik ilegal yang bererdar di media online belum ada. Sebab 

selama ini koordinasi yang dilakukan Dinas Kominfo Kota 

Palangka Raya hanya  terbatas masalah yang paling urgent 

misalnya masalah sembako.  Dari masalah tersebut Dinas 

Kominfo Kota Palangka Raya akan memberitakan atau 

menginformasikan terkait tahanan pangan, cabe dan lainya 

yang memang memperngaruhi masyarakat.
92

 

9) Subjek Kesembilan 

Nama : Alfrianto 

Pekerjaan : Pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya 

Jabatan : Kasi Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintah 

    Berbasih Elektronik 

Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Reza, Meli 

dan Alfrianto secara bersama dalam satu ruangan seperti hal-

nya berdiskusi bersama, wawancara ini dilakukan tepatnya pa-

da tanggal 27 April 2021, dalam wawancara ini penulis menga-

li data yang diperlukan dalam menganalisis. adapun menurut 

subjek kesembilan terkait dengan konten atau isi yang diawasi 

oleh Dinas Kominfo terhadap peredaran  masker organik ilegal 
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yang beredar di media online. Subjek kesembilan menjelaskan 

bahwa:  

Harus ada hasil bukti yang konkret, baru bisa kita publis. 

Karena kalau kita ngomongin produk yang berbahaya kita 

enggak bisa langsung mengklaim bahwa produk itu gak 

boleh atau enggak benar sebelum ada penelitian sebe-

lumnya atau ada statement dari lembaga yang 

mengintruksikanya bahwa produk ini berbahaya, jadi 

sebelum bertindak itu kami sudah harus ada datanya.
93

 

 

Sementara itu menurut penjelasan subjek kesembilan Dis-

kominfo Kota Palangka Raya ada melakukan koordinasi 

dengan dinas lain, seperti Disperindag terkait sembako. Dan 

bentuk koordinasinya hanya sebatas publikasi baik berupa 

kegiatan ataupun informasi kepada masyarakat sesuai per-

mintaan dinas terkait. Adapun masalah kosmetik ilegal atau 

masker organik ilegal tidak ada melakukan koordinasi dengan 

instansi lain baik dari Disperindag ataupun dari BBPOM Kota 

Palangka Raya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk 

kedepannya bisa berkoordinasi dengan BBPOM Kota Palangka 

Raya seperti halnya menginformasikan bahwa produk 

kosmetik tersebut berbahaya.
94

 

 

 

 

10) Subjek Kesepuluh 
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Nama : Meli 

Pekerjaan : Pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya 

Jabatan : Anggota Bidang Aplikasi Informatika 

Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Reza, Meli 

dan Alfrianto secara bersama dalam satu ruangan seperti hal-

nya berdiskusi bersama, wawancara ini dilakukan tepatnya pa-

da tanggal 27 April 2021, dalam wawancara ini penulis menga-

li data yang diperlukan dalam menganalisis. 

Waktu wawancara tersebut subjek kesepuluh menam-

bahkan penjelasan dari subjek sebelumnya terkait  konten atau 

isi apa saja yang diawasi yang Dinas Kominfo, dia me-

maparkah bahwa  Diskominfo hanya sebagai publikasinya saja 

dan tidak bisa mengontrol pemasaran atau sebagainya, karena 

fungsinya  hanya sebatas mempublikasikan kepada masyarakat 

terkait masker atau kosmetik yang berbahaya dan harus ada 

dasarnya.
95

 

Berdasarkan paparan dari ketiga subjek dari pihak Di-

nas Kominfo Kota Palangka Raya dapat disimpulkan  bahawa 

dari Dinas Kominfo Kota Palangka Raya tidak melakukan 

pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi lain terkait 

peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang 

beredar di media online. Namun  tidak menutup kemungkinan 
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untuk Dinas Kominfo Kota Palangka Raya bisa berkoordinasi 

apabila diberikan kewenangan dan dilibatkan daam 

pengawasan  peredaran kosmetik ilegal atau masker organik 

ilegal yang beredar di media online. 

 

2. Analisis 

a. Alasan masih beredaran masker organik ilegal yang diperjualbe-

likan melalui media online di kota Palangka Raya 

Alasan  masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal menurut 

hasil penelitian dari Iqlimatul Annisa pada tahun 2018 yang ber-

judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran 

Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tin-

jauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kon-

sumen)” yang menjadi faktor masih beredarnya kosmetik ilegal 

yakni kareana kecenderungan masyarakat membeli produk 

kosmetik secara online, pola pikir masyarakat pada hasil instan dan  

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik.
96

 

Namun penulis berpendapat bahwa masih terjadinya peredaran 

kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang diperjual belikan 

di media online di kota Palangka Raya disebabkan oleh dua faktor. 

Faktor yang pertama rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku 

usaha dan faktor yang kedua kurangnya optimalnya pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah. 
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1) Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat 

diketahui ketiga subjek pelaku usaha melakukan transaksi dan 

mempromosikan kosmetik ilegal atau masker organik ilegal 

melalui media online seperti whatsApp, instragram, facebook, 

serta shopee. Ketiga subjek melakukan promosi dengan cara 

yang beragam seperti mengupload foto produk, menggunakan 

jasa endorsement, testimoni dari kosumen, hingga menyatakan 

produk tersebut aman dan 100% dari bahan alami. Perbuatan 

ini jika ditinjau dari segi hukum dapat diartikan sebagai per-

buatan melawan hukum. Menurut pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaan 

Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa pelaku 

usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik 

wajib menyedikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan 

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawar-

kan.
97

 

Sedangkan menurut pasal 9 ayat (1) UUPK  menegaskan 

bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan atau mem-

promosikan suatu barang secara tidak benar seperti 

menggunakan kata-kata yang berlebihan pada produk seperti 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaan Sistem dan 

Transaksi Elektronik, Pasal 49 ayat (1). 
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kata aman, tidak berbahaya dan tidak mengandung resiko.
98

 

Dengan demikian penggunaan kata aman dan menyatakan 

bahwa masker organik tersebut terbuat dari 100% bahan alami 

terhadap masker organik yang belum mendapat izin edar dari 

BPOM dan belum teruji secara klinis dapat diartikan sebagai 

bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku 

usaha kerana terdapat unsur  penipuan didalamnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek pelaku 

usaha mengetahui produk masker yang sudah mendapat izin 

edar BPOM dan yang belum. Hal tersebut  dapat dibedakan 

dengan cara  terdapat nomor izin edar dikemasan produk 

masker organik dan mengecek produk masker tersebut di web-

site BPOM. Kemudian terkait masker organik yang tidak 

memiliki izin edar yang masih diperjual belikan oleh ketiga 

pelaku usaha dengan alasan masker organik tersebut terbuat 

dari bahan alami hingga aman untuk diperjual belikan dan 

masih banyaknya peminat dari masker organik. Permasalahan 

ini tidak dapat dibenarkan karena menurut UU  Kesehatan 

yang diatur dalam pasal 98 ayat (1) sediaan farmasi termasuk 

kosmetik harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan ter-

jangkau. Selain itu menurut pasal 106 ayat (1) kosmetik harus 

mendapat izin edar sebelum diperjual belikan hal itu bertujuan 
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untuk menlindungi masyarakat dari produk kosmetik berbaha-

ya.
99

 

Berdasarkan pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan te-

ori kesadaran hukum. Yang dimaksud kesadaran hukum ialah 

kesadaran atas nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang 

hukum yang ada. Untuk melihat tingkatan kesadaran hukum 

seseorang menurut Soerjono Soekanto dalam buku Penegakan 

Hukum dan Kesadaran Masyarakat yang dikarang oleh Lau-

rensius Arliman S., menyebutkan ada empat indikator yang 

menjadi petunjuk yang relatif konkret dalam menilai taraf 

kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman 

hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dari keempat indi-

kator tersebut diketahui apabila tingkat kesadaran hukum 

seseorang pada tingkat pengetahun hukum maka dapat 

dikatakan tingkat kesadaran hukum seseorang itu masih rendah 

begitu pula sebaliknya apabila seseorang pada tingkat perilaku 

hukum maka bisa dikatakan tingkat kesadaran hukumnya telah 

tinggi.
100

 

Dilihat dari perilaku ketiga subjek pelaku usaha dapat 

diketahui tingkatan kesadaran hukum pelaku usaha berdasar-

kan indikator yang ada diatas. Ketiga subjek pelaku usaha be-

                                                             
99 Undang-undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98  ayat 1 dan Pasal 

106 ayat 1. 
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rada pada tingkatan indikator pertama yaitu pengetahuan 

hukum, dimana pelaku usaha hanya mengetahui perilaku terse-

but telah diatur dalam hukum yang mana dilarangnya pelaku 

usaha menjual belikan masker organik ilegal. Kesadaran 

hukum pelaku usaha masih belum mencapai tingkat perilaku 

hukum karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui 

akun media sosial pelaku usaha masih terdapat masker organik 

yang diperjualbelikan. Sejalan dengan pernyatan salah satu 

subjek mengenai mengapa masih menjual masker organik ile-

gal yaitu selain mengetahui kandungan yang ada dalam produk 

tetapi juga karena terbuat dari bahan olahan organik yang 

cenderung pada biasanya aman dan tidak memiliki efek 

samping.
101

 

2) Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah 

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga subjek pelaku 

usaha menunjukkan bahwa  tidak adanya edukasi dan sosial-

isasi yang dilakukan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku 

usaha menganggap perbuatan tersebut bukanlah bentuk me-

langgar hukum karena tidak adanya sanksi atau teguran yang 

didapat.  Selain itu dari salah satu subjek juga menjelaskan 

bahwa kebanyakan produsen memproduksi dan mengedarkan 

produk masker organik terlebih dahulu sebelum mengurus izin 
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edar dari BPOM. Sehingga mengakibatkan banyaknya dis-

tributor ataupun reseller yang menjual masker organik ilegal di 

media online. Namun berdasarkan berdasarkan hasil wa-

wancara dengan pihak BBPOM Kota Palangka Raya telah 

melakukan pemberian edukasi dan informasi untuk pelaku 

usaha yang menjualbelikan kosmetik ilegal atau masker organ-

ik ilegal yang beredar di media online dengan cara secara lang-

sung menghubungi penjual melalui akun media sosial yang 

digunakan untuk mempromosikan kosmetik ilegal atau masker 

organik ilegal.  

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan 

secara merata dimana pelaku usaha yang menjual masker or-

ganik ilegal di media online  tidak pernah mendapat edukasi 

atau teguran dari pemerintah. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 

salah satu bentuk upaya perlindungan konsumen yang dil-

akukan pemerintah. Jika diakaitkan dengan teori perlindungan 

konsumen. Yang dimaksud dengan perlindungan kosumen 

menurut UUPK Pasal 1 ialah “seluruh upaya yang untuk men-

jamin adanya kepastian hukum demi memberikan perlin-

dungan terhadap konsumen.”
102

 Perlindungan konsumen ber-
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tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan ke-

mandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sis-

tem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepas-

tian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mem-

peroleh informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, se-

hingga tumbuh sikap yang juju dan bertanggung jawab dalam 

berusaha.
103

 

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah 

ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 

pada Pasal 8 ayat 1-2.
104

 

(1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap 

pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi 

barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, 

serta pelayanan purna jual barang/atau jasa. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dil-

akukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, 

pengiklanan,dan penjualan barang/atau jasa. 

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha ju-

ga memiliki kewajiban dalam perlindungan konsumen salah 

satunya seperti memberikan kompensasi atau ganti rugi yang 

disebabkan oleh produk yang mereka jual. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan ketiga subjek pelaku usaha masker organik 

terkait konsumen yang komplain atau merasa dirugikan, ketiga 

                                                             
103 Burhanuddin, Pemikiran  Hukum Perlindungan ,5. 
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pelaku usaha tersebut memiliki kesamaan yaitu adanya kon-

sumen yang pernah komplain baik itu terkait ketidak cocokan 

produk atau efek sampingnya seperti timbulnya jerawat dan 

kemerahan.  

Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh 

pelaku usaha berbeda-beda, Seperti memberikan penjelasan 

kepada konsumen yang komplain mengenai kecocokan produk 

masker dengan kulit konsumen, menyarankan berhenti 

menggunakan masker organik tersebut, hingga tidak ada ben-

tuk pertanggung jawaban yang dilakukan baik secara materil 

atau moril dengan resiko konsumen tidak mau membeli lagi. 

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK menegaskan bahwa 

pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan atau efek samping yang di derita konsumen atas 

barang yang diperdagangkan. Ganti rugi yang diberikan oleh 

pelaku usaha bisa berbentuk pengembalian uang, perawatan 

kesehatan atau santunan yang sesui dengan ketentuan pera-

turan yang belaku.
105

 

b. Cara mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan 

melalui media online di kota Palangka Raya 

1) Memperkuat sistem pengawasan  
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Berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan penulis 

kepada ketiga instansi yang berperan dalam mengatasi 

peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui media 

online dapat diketahui pengawasan yang dilakukan merupakan 

salah satu bentuk upaya pemerintahan dalam perlindungan 

konsumen terhadap kosmetik berbahaya. Dikaitkan dengan te-

ori pengawasan yang dijelaskan dalam BAB 2 pada Kerangka 

Teoretik yang dimaksud dengan pengawasan menurut Kepu-

tusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

634/MPP/Kep/9/ 2002 ialah  

Serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, 

pengujian, penelitian, dan survei terhadap barang atau jasa 

yang beredar di pasar, guna memastikan kesesuian barang 

dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi, pen-

cantuman label, klausa baku, cara menjual, pengiklanan 

serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
106

 

 

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui ketiga instansi 

tersebut yang melakukan pengawasan yakni lembaga yang 

melakukan kegiatan pengamatan, pengujian, penelitian, dan 

survei terhadap kosmetik yang beredar di pasaran baik secara 

online maupun secara offline, dengan tujuan untuk melindungi 

masnyarakat dari kosmetik yang berbahaya. Namun berdasar-

kan hasil wawancara terhadap instansi terkait dapat diketahui 
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bahwa yang berperan aktif melakukan pengawasan adalah  

BBPOM Kota Palangka Raya.  

BBPOM Kota Palangkaraya telah memperkuat sistem 

pengawasan dengan melakukan inovasi baru terkait 

pengawasan secara online. Pengawasan yang dilakukan terbagi 

menjadi dua yaitu ada yang bersifat aktif dan yang bersifat 

pasif. Pengawasan  bersifat aktif ialah pengawasan yang dil-

akukan BBPOM yang secara langsung mengawasi platfrom 

dan e-commerce yang dimiliki pelaku usaha, pengawasan ter-

sebut disebut cyber patrol.  Pengawasan ini dilakukan secara 

kontinu sehingga apabila pelaku usaha ditemukan masalah pa-

da produk yang jualnya seperti produk kosmetik berbahaya 

atau yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, maka akan dil-

akukan sosialisasi atau edukasi pada pelaku usaha. Namun 

apabila pelaku usaha tetap menjual produk tersebut, maka akan 

ditindak lanjut berupa teguran atau peringatan hingga dapat ke 

ranah hukum. Terakhir, memberikan informasi dan edukasi 

publik termasuk peringatan publik kepada konsumen. 

Adapun pengawasan bersifat pasif dilakukan dengan 

cara masyarakat yang berperan aktif untuk melakukan 

pengawasan kepada pelaku. Sehingga apabila ditemukan 

pelaku usaha yang menjual produk yang tidak memiliki izin 
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edar dari BPOM masyarakat dapat melaporkan melalui link 

ELAMAHAMEN. Dengan demikian dapat dipahami sistem 

pengawasan yang dibuat oleh BBPOM Kota  Palangka Raya 

memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak baik dari 

pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. 

Walaupun sistem pengawasan telah diperkuat dengan 

adanya inovasi tebaru yang dibuat BBPOM Kota Palangka 

Raya terhadap pengawasan. Namun tantangan dalam 

pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi hal ini dapat 

dilihat dengan adanya kendala/hambatan yang dihadapi oleh 

BBPOM Kota Palangka Raya dalam melaksanakan 

pengawasan peredaran kosmetik ilegal di media online dimana 

kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap ban-

yaknya pelaku usaha. Karena pelaku usaha terkadang  bukan 

pelaku usaha (bukan akun jualan)  tetapi masyarakat umum bi-

asa yang ingin mencari tambahan sehingga pertumbuhannya 

menjadi lebih cepat. Hal ini menjadikan sebuah tantangan bagi 

BBPOM Kota Palangak Raya dalam melakukan fungsi 

pengawasan secara komprehensif sehingga akan berpengaruh 

pada intensitas pengawasan yang rendah ataupun lingkup 

pengawasan produk yang lebih sempit. Dengan banyaknya 

jumlah akun media online  pelaku usaha yang diawasi BBPOM 

Kota Palangka Raya tidak sebanding dengan jumlah SDM yang 
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dimiliki BBPOM Kota Palangka Raya menjadikan kinerja 

BBPOM Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan 

menjadi tidak maksimal. 

Berbicara tentang pengawasan secara langsung yang 

dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya sebagaimana hasil 

penelitian dari Munawarah pada tahun 2019 yang berjudul 

“Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota 

Palangka Raya Terhadap Produk Kecantikan” yaitu 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palangka Raya 

dan Instansi lainnya hanya sebatas pengawasan pada sarana 

distribusi, sebab tidak adanya saranan produksi di Kota Pal-

angka Raya. Pengawasan yang dilakukan seperti pemeriksaan 

aspek kesehatan yang ada pada produk kosmetik, dan pemerik-

saan fisik dari produk kosmeik seperti tanggal kadaluarsa dan 

kode registrasi yang dilakukan secara berkala.
107

 Namun 

pengawasan yang dilakukan secara langsung sekarang tidak 

berjalan secara optimal karena tidak berjalannya koordinasi 

yang dilakukan disebabkan ketidakadaan anggaran biaya 

oprasional hal ini seperti yang dijelaskan subjek dari Dis-

perindag  Kota Palangka Raya terkait kendala atau hambatan 

dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik ilegal. Dengan 

demikian pengawasan yang dilakukan tidak hanya tidak opti-
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mal pada pengawasan secara online tetapi juga melemahnya 

pengawasan secara langsung. 

2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak 

Berdasarkan hasil penggalian data dengan instansi terkait 

terhadap pengawasan secara online BBPOM Kota Palangka 

Raya tidak ada melakukan koordinasi dengan instansi lain. 

Namun hanya mensosialisasikan link ELAMAHAMEN kepada 

isntansi lain. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Dis-

perindag Kota Palangka Raya terhadap peredaran kosmetik 

ilegal di Medan online di lakukan secara pasif.  Dalam 

pengawasan tersebut masyarakat yang berperan aktif dalam 

melakukan pengawasan dan melakukan pelaporan. Adapun 

Diskominfo kota Palangka Raya tidak melakukan pengawasan 

karena tidak ada wewenang dalam melakukannya dan tidak 

dilibatkannya Diskominfo dalam  pengawasan peredaran 

kosmetik ilegal melalui media online di Kota Palangka Raya. 

Ketidakadaan koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi 

tersebut membuat pengawasan secara online yang dilakukan di 

Koata Palangka Raya menjadi kurang optimal. 

Untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal pemerinah telah 

membuat  Inpres  Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan 

Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai dasar untuk 

BBPOM Kota Palangka Raya menjalin kerjasama kemitraan 
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dengan berbagai pihak. Dalam pengawasan secara online tidak 

hanya dilakukan oleh BBPOM Kota Palangka Raya tetapi juga 

perlunya keterlibatan dari Disperindag Kota Palangka Raya 

dan Diskominfo Kota Palangka Raya untuk melaksanakan 

pengawasan yang  lebih efektif dan efesian. Yang mana ketiga  

instansi  terkait memiliki perannya masing-masing seperti 

BBPOM Kota palangka Raya memiliki tugas pokoknya dalam 

melakukan pengawasan obat dan makanan dalam rangka 

melindungi masyarakat, serta memiliki kewenangan dalam 

menerbitkan izin edar dan sertifikat sesuai dengan standar mu-

tu, keamanan, dan khasiat sesuai dengan ketentuan undang-

undang. 

Disperindag Kota Palangka Raya dapat berkoordinasi da-

lam pengawasan sarana produksi, pengawsan terhadap impor 

dan distribusi kosmetik di pasaran, pengawasan penggunaan 

bahan yang memiliki peluang untuk disalah gunakan para pro-

dusen serta serta pemberian sanksi administrasi bagi pelaku 

usaha. Sedangkan Diskominfo Kota Palangka Raya dapat 

berkoordinasi dalam pengelolaan informasi publik dan untuk 

melakukan pemblokiran situs atau akun yang mempromosikan 
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kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di 

media online.
108

 

BBPOM Kota Palangka Raya juga bisa mendorong ker-

jasama kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok 

kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, 

pelaku usaha , asosiasi pihak universitas atau akademisi, media 

dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya. Dalam upaya 

memastikan bahwa kosmetik yang beredar di media online  

yang beredar di masyarakat terjamin aman untuk dikonsumsi. 

3) Perlunya partisifasi masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan ma-

kanan sangat penting terkhususnya dalam pengawasan 

kosmetik. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen 

cerdas yang teliti sebelum membeli dan menggunakan 

kosmetik. Hal ini sesuai dengan Sistem Pengawasan Obat dan 

Makan (SISPOM) yang dibuat oleh BPOM yang melibatkan 

peran aktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan. 

Dengan adanya pengawasan oleh masyarakat atau konsumen 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu 

sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan 

produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuh-
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kan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk eks-

tra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. 

BBPOM Kota Palangka Raya telah membuat link 

ELAMAHAMEN untuk membuat masyarakat berpartisipasi 

dalam pengawasan kosmetik hal ini dapat dilihat dari tercat-

atnya sekitar 377 pengaduan dari masyarakat ke BBPOM Kota 

Palangka Raya terkait kosmetik sejak Januari 2021 sampai 

dengan September 2021. Berdasarkan hal tersebut menunjuk-

kan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam melakukan 

pengawasan terhadap kosmetik ilegal khusunya kosmetik ile-

gal yang beredar di media online. 

Selain mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam 

pengawasan kosmetik ilegal BBPOM Kota Palangka Raya dan 

Instansi lainnya juga perlu melakukan pembinaan kepada 

masyarakat selaku konsumen agar masyarakat memiliki 

kesadaran dan kepekaan dalam menilai produk-produk yang 

berdar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan-bahan zat berba-

haya diharapkan dapat memunculkan daya kritis masyarakat 

untuk senantiasa waspada terhadap produk obat dan makanan 

khususnya kosmetik. Selain itu, mendorong kemandirian 

pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan untuk 

produk kosmetik melaui pembinaan kepada produsen ditujukan 

dengan pemberian petunjuk pembuatan kosmetik yang baik 
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sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan 

demikian, produsen mampu membuat produk kosmetik yang 

berkhasiat, berkualitas dan bermutu tanpa harus menambah 

zat-zat berbahaya yang merugikan konsumen. 

Berbicara terkait perilaku konsumen seperti hasil penelitian 

Dewi Larasati pada tahun 2019 yang berjudul “Persepsi Maha-

siswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada 

BPOM Ditinjau dari Perilaku Konsumen (Studi Kasus Maha-

siswa Ekonomi Syari‟ah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lam-

pung)”  Persepsi mahasiswi IAIN Metro cenderung dapat me-

mahami bagaimana produk kosmetik yang tidak terdaftar pada 

BPOM dan yang terdaftar pada BPOM. Dari hasil penelitian 

juga menyatakan bahwa sebagian mahasiswi pernah 

menggunakan produk yang belum terdaftar pada BPOM. Da-

lam memilih dan membeli sebuah produk kosmetik sebagian 

mahasiswi dipengaruhi oleh faktor teman dekat dan diri 

sendiri, hal ini termasuk di dalam salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor pribadi dan 

faktor psikologis.
109

 Dengan demikian penulis berpendapat 

pentingnya partisipasi aktif dari konsumen atau masyarakat ka-

rena pada dasarnya konsumenlah yang memutuskan untuk 

membeli dan menggunakan kosmetik tersebut.  

                                                             
109 Dewi Larasati, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik, iv 
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Berdasarkan uraian diatas pengawasan yang dilakukan 

BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi terkait jika dikaitkan 

dengan teori h isbah seperti yang dijelaskan Romly dalam bukunya 

yang berjudul Al-  isbah Al-Isl mī ah Sistem Pengawasan Pasar 

dalam Islam menjelaskan yang dimaksud “  isbah  ialah suatu 

lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat 

peraturan atau perundang-undangan tentang perdagangan.”
110

  

maka pengawasan yang dilakukan memiliki kesamaan dengan 

lembaga h isbah yaitu mengawasi kegiatan muamalah yang dil-

akukan oleh  masyarakat dengan tujuan untuk melindungi 

masyarakat dan juga mencegah dari praktik curang dalam pasar 

dan pajabat yang bertanggung jawab disebut  muh tasib.  

Tugas dari muh tasib adalah untuk mengawasi  aktivitas 

pasar seperti pengawasan harga, ukuran, takaran, dan timbangan, 

pengawasan jual beli terlarang, mengawasi standar kehalalan, 

keamanan, dan kesehatan, pengaturan pasar, melakukan interventa-

si pasar serta memberikan hukuman terhadap pelaku pelang-

garan.
111

 Lembaga h isbah menjalankan  tugasnya sesuai dengan 

perintah Allah SWT yang terdapat dalam   Al-Qur‟an surah Ali-

Imran ayat 104:
112

 

                                                             
110

Romly, Al-Hisbah Al-Islamiyah, 33. 
111 Ika Yuniafauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi, 256. 
112 Ali-Imran, 3:104. 
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مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُوْفَ أِلََ الْْيَِْْكَيأَْمُرُكُفَ باِلْمَعْرُكْؼِ كَيػَنػْهَوْفَ عَنِ  كَلْتَكُنْ 

﴾١.٤﴿لىِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْفَ كَأكُْل     ج  الْمُنْكَرِ   
Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang ma’ru  dan mencegah dari yang munkar. Merekalah 

orang-orang yang beruntung.”
113

 

  

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa 

pemerintahan sebagai lembaga h isbah memiliki tugas untuk me-

nyeru kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan dan 

mencegah pada kemunkaran. BBPOM Kota Palangka Raya dan in-

stansi lain yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik 

ilegal memiliki kesamaan dengan lembaga h isbah yaitu menerap-

kan standar kehalalan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan dalam 

hal yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, apabila ada yang me-

langgar ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah maka pelaku 

usaha akan diberi teguran dan apabila teguran tida berhasil maka 

akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Pengawasan dilakukan oleh seorang muh tsasib untuk 

mengawasi kegiatan muamalah, dalam hal ini dilaksanakan oleh 

BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi terkait. Sehingga aturan 

yang dibuat memiliki sifat terikat dan harus ditaati oleh masyara-

kat. Hal ini juga merupakan salah satu perintah Allah SWT untuk 

                                                             
113 Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir al-Qur’an 30 Ju   (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), 

128. 
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senantianya taat kepada pemerintah selama tidak bermaksiat kepa-

da Allah SWT. Seperti dalam firmannya dalam Surah An-Nisa ayat 

59:
114

 

عُوْا ٓ  امَنُوءَ هَاألَّذِيْنَ أيَػ  ٓ  ي   عُوْا ألرَّسُوْؿَ كَأكُْلَِ أْلَأمْرمِِنْكُمْ  اللهَاْ أَطِيػْ أَطِيػْ

كَالْيػَوِْـ  اللهِكَألرَّسُوؿِ أِفْ كُنْتُمْ تػُؤْمِنُوفَ باِ اللهِزَ عْتُمْ فِِ شَىْءٍ فػُردُ هُ اِلََ فَأِفْ تػَنَ   ضلى 

رٌ كَأَحْسَنُ تأَْكيِلًا اْلَأخِرِ ذ   ﴾۹۵﴿لِكَ خَيػْ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudi-

an jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul 

(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi-

mu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 59)
115

 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah me-

merintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada- 

Nya dan rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang 

wajib dan yang Sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah 

juga memerintahkan untuk taat kepada para ulil amrī’ atau pem-

impin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan 

                                                             
114 An-Nisa, 4:59 
115 Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir, 177 
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atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim dan para ahli fatwa 

(mufti).
116

 

Selama perkara yang diperintahkan tidak melanggar syariah 

maka harus ditaati. Apabila ditemukan berlainan atau perselisihan 

pendapat tentang sesuatu maka Allah memerintahkan kepada 

orang-orang yang beriman untuk mengembalikan segala perse-

lisihan kepada Allah dan Rasul, yaitu pada Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas jika dikait-

kan dengan ketaatan kepada ulil amrī’ (pemimpin) adalah wajib 

dilaksanakan selama perkara yang diperintahkan oleh pemimpin 

tersebut dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan 

dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ketaatan kepada ulil amrī’ 

juga mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun 

dan ditetapkan oleh ulil amrī’. 

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk ketaatan ini berlaku 

kepada pelaku usaha dalam berbisnis atau melakukan usaha 

ekonomi agar wajib mentaati dan mengikuti segala peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah baik mengenai izin edar dari kosmetik dan 

tidak boleh diedarkan kepada masyarakat guna mengusahakan ke-

baikan bagi masyarakat sebagai konsumen dan bagi pelaku usaha 

itu sendiri. Apabila pelaku usaha tersebut telah taat dan menjalan-

                                                             
116 Ibid. 
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kan peraturan dari pemerintah selama tidak bermaksiat kepada Al-

lah SWT, sesungguhnya ia telah taat dan patuh kepada Allah SWT. 

 



 
 

104 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengendalian 

peredaran kosmetik ilegal melalui media online di Kota Palangka Raya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Alasan masih adanya peredaran masker organik ilegal yang diperjual 

belikan melalui media online di kota Palangka Raya disebabkan oleh 

dua faktor yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha 

dapat dilihat pada tingkatan indikator pelaku usaha yang masih berada 

pada tingkat pertama yaitu pengetahuan hukum dan kurangnya opti-

malnya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh 

pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.  

2. Cara mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan me-

lalui media online di kota Palangka Raya adalah masih belum opti-

malnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait. Adapun cara 

yang dilakukan seperti memperkuat sistem pengawasan dengan mem-

baut inovasi terbaru terdahap pengawasan secara online,  meningkat-

kan koordinasi dengan berbagai pihak seperti yang dijelaskan dalam 

Inpres Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas 

Pengawasan Obat dan Makanan, serta perlunya partisifasi aktif dari 

masyarakat . 



 

 
 

B. Saran 

Setelah melakukan  penelitian tentang  pengendalian peredaran 

kosmetik ilegal melalui media online di Kota Palangka Raya penulis 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam rangka masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal, BBPOM 

Kota Palangka Raya dan Instansi terkait perlunya melakukan pem-

binaan yang lebih efektif dan efesian kepada produsen maupun kon-

sumen. Pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus di-

intensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaan dalam 

menilai produk-produk yang berdar di pasaran. Kemuadian perlunya 

mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan 

keamanan untuk produk kosmetik melalui pembinaan kepada produsen 

ditujukan dengan pemberian petunjuk pembuatan kosmetik yang baik 

sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.  

2. Dalam rangka mengatasi peredaran kosmetik ilegal di media online 

hendaknya BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi lainnya terus 

memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui penguatan 

regulasi, peningkatan kerjasama antar linstas sektor, pengutan 

pengawasan secara online, serta pemberdayaan masyarakat. Disamping 

itu perlunya dilakukan pengawasan secara terencana dan teratur.  
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